BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong agar pernikahan itu abadi dan supaya hubungan
antara suami istri terus berlangsung sampai keduanya dipisahkan oleh
kematian, tetapi Islam juga tidak menafikan realita bahwa kehidupan di muka
bumi memiliki karakteristiknya masing-masing. Pasangan suami istri adalah
dua person yang memiliki segi-segi kesamaan, tetapi di sisi lain memiliki
karakteristik yang berbeda.

Pada saat aspek perbedaan semakin meruncing dalam hubungan suami
istri, maka dapat berpotensi bisa menggerogoti keharmonisan dalam rumah
tangga. Jika kondisi ini terjadi dan tidak ada lagi solusi untuk
memperbaikinya, maka perceraian menjadi alternatif terakhir. Dalam hadits
Rasulullah saw disebutkan:
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Artinya : Telah menyampaikan hadits kepada kami Katsir bin ‘Ubaid telah
menyampaikan hadits kepada kami Muhammad bin Khalid dari

Ma’ruf bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari ibn ‘Umar dari

Nabi saw ia berkata : sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah
Ta’ala adalah talak®

*Muhammad bin Yazid Abu Abdillah Al-Qazwainiy, Sunan Abi Daud, Bairut, Dar Al-
Fikr, Jilid 1, h. 650 (hadits nomor 2018).



Hadis di atas menunjukkan bahwa talak atau perceraian sebagai suatu yang
sangat dibenci Allah. Oleh karena itu dalam kondisi normal prinsipnya
perceraian tidak boleh terjadi, tetapi dalam kondisi darurat talak menjadi
sesuatu yang halal. Islam membolehkan perceraian karena bisa jadi perceraian
menjadi solusi atas kebuntuan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan
suami istri.Tegasnya jika dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga
yang muncul justru kemudharatan bagi suami istri, maka perceraian menjadi
jalan terakhirnya, yang dengan perceraian ini suami istri akan mendapatkan
kedamaian masing-masing. Hal ini sesuai dengan Q. S .An-Nisa ayat 130.

Dalam hukum Islam dikenal dua bentuk talak atau perceraian, yaitu
talak rqj’i dan talak bain. Talak rqj’i adalah suatu bentuk talak, di mana
terhadap talak tersebut suami berhak untuk rujuk atau kumpul kembali dengan
istri yang ditalaknya, selama istri itu masih dalam masa iddah, tanpa harus
melalui pernikahan baru. Sedangkan talak bain adalah suatu bentuk talak,
dimana dalam talak jenis ini suami tidak punya hak lagi untuk rujuk atau
kumpul kembali dengan istri yang ditalaknya.

Akibat dari talak atau perceraian ini istri berkewajiban menjalani masa
iddah. Kewajiban tersebut sesuai dengan Q. S. al-Thalaq : 4° bahwa istri yang
bercerai dari suaminya diwajibkan menempuh masa iddah selama 3 kali quru’
(haid atau suci), sementara istri yang dicerai belum pernah haid atau sudah

tidak haid lagi, maka masa haidnya selama 3 bulan.

’Kementerian Agama RIl, Al-Qur’an dan Terjemahnya,Jakarta, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2010, h.
130..

*Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 817.



Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan mengenai kewajiban
menjalani masa iddah bagi istri yang ditalak diatur dalam Pasal 153 ayat (1)
yang berbunyi : “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu
tunggu atau iddah, kecuali gobladukhul dan perkawinannya putus bukan
karena kematian suami.*

Konsekwensi dari talak yang dijatuhkan suami, nafkah bagi istri
selama dalam masa iddah tersebut menjadi tanggung jawab atau kewajiban
suami. Hal ini sesuai dengan kesepakatan ahli fikih yang berpendapat bahwa
perempuan yang ditalak raj’i masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat
tinggal.> Namun dalam masalah nafkah iddah bagi istri yang ditalak bain
terdapat variasi pendapat dikalangan ulama.

Menurut Kalangan Syafi’iyah dan Malikiyah, perempuan yang ditalak
dengan talak bain dalam keadaan tidak hamil hanya berhak mendapatkan
tempat tinggal, dan tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.
Pendapat dimaksud berbeda dengan pendapat Hanabilah dan Zhahiriyah,
perempuan yang ditalak dengan talak bain tidak berhak mendapatkan tempat
tinggal dan tidak pula berhak mendapatkan nafkah. Pendapat ini juga
merupakan pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, sebagian tabi’in dan

Ishag.

*Moh.Mahfud, Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia, cet. 1,Yogyakarta : Press,1993, h. 199.

*Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Munzir al-Naisabury dalam bukunya al-
Ijma’menyebutkan bahwa para ulama sepakat tentang nafkah dan tempat tinggal untuk istri yang
ditalak raj’i. Lihat Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Munzir al-Naisabury, al-ljma (Ajman:
Maktabah al-Furgan, 1999 h.48, lihat juga Ali bin Ahmad Ibn Hazm al [jma’ (Maktabah al-Qudsy,
1357, h. 137).



Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang ditalak bain tetap
berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj’i
karena dia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya.°Mengapa
demikian, karena suami masih ada hak kepada istri tersebut berupa kepastian
ada tidaknya pembuahan dalam rahim sehingga wajar, perempuan tersebut
masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Nafkah ini dianggap utang
yang resmi sejak hari jatuhnya talak, utang ini tidak dapat dihapus, kecuali
sudah dibayar lunas atau dibebaskan (diikhlaskan oleh pihak istri). Pendapat
ini juga merupakan pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Mas’ud, sahabat dan
tabi’in lainnya, serta pendapat Al-Tsauriy.’

Dalam persoalan nafkah iddah ini, Pasal 149 huruf b Kompilasi
Hukum Islam menentukan : ®Bilamana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri
selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz
dan dalam keadaan tidak hamil.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b KHI di atas, maka hanya
istri yang ditalak raj’i yang berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal
(maskan) dan pakaian (kiswah) dari suami/mantan suaminya, sedangkan istri
yang ditalak dengan talak bain tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat

tinggal dari suami/mantan suaminya.

®Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasany, Al-Badai Al-Shana’i, Juz 4 (Bairut:Dar al-Kutub al-
limiyah, 2010, h.16.

’Ahmad bin Muhammad al-Daldiri, al-Syarah al-Shaghir, t.th. Juz 2, h.740.

®*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di LingkunganPeradilan Agama, Mahkamah
Agung RI, Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015, h. 1055.



Dalam kaitannya dengan fikih ketentuan KHI tersebut cenderung
kepada pendapat kalangan Hanabilah dan Zahiriyah. Sedangkan tentang
diberikannya hak nafkah, tempat tinggal dan pakaian terhadap istri yang
berada dalam masa iddah hamil, cenderung mengikuti pendapat Syafi’iyah
dan Malikiyah.

Adalah menarik untuk melihat dan mengkaji serta menggunakan
konsep kalangan Hanafiyah tentang hak nafkah dalam iddah talak bain,
karena menurut kalangan Hanafiyah selama berada dalam iddah talak bain
istri tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dalam kontek
hukum Islam ke-Indonesiaan dan kekiniaan nampaknya pendapat kalangan
Hanafiyah ini lebih mendatangkan maslahat bagi pihak istri, dan lebih sesuai
dengan magashid syariah.

Jika dikaitkan dengan kondisi ke-Indonesiaan di mana telah terjadi®
pergeseran peradapan yang sudah tentu berimplikasi kepada maslahat yang
ada. Salah satu perubahan yang terjadi adalah pergeseran sistem kekerabatan
/kekeluargaan dari keluarga besar (extended family) kekeluarga kecil (nuclear
family).Perubahan sistem kekerabatan ini akan berimplikasi kepada
perlindungan perempuan ketika terjadi perceraian. Dalam sistem keluarga
besar ketika terjadi perceraian mantan istri dan anak-anaknya akan bergabung
dengan keluarga besar bahkan biaya hidup juga ditanggung oleh keluarga

besar tersebut. Ketika perceraian terjadi dalam sistem kekerabatan keluarga

SFaturochman, Revitalisasi Peran Keluarga dalam Buletin Psikologi tahun IX No.2,
tahun 2001, h. 2.



kecil maka mantan istri dan anak-anak bisa terlantar terutama ketika istri
hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

Karenanya ketentuan pasal 149 huruf b KHI yang hanya memberikan
nafkah iddah kepada istri yang berada dalam talak raj’i, dan tidak
memberikan nafkah iddah terhadap istri yang di talak bain, harus ditinjau
ulang, hukum nafkah pasca perceraian sudah seharusnya dikaji lagi
(dikonstruksi) karena tidak dapat lagi mewujudkan maslahat (nilai keadilan)
khususnya bagi perempuan yang diceraikan.

Dalam hukum Islam, direkontruksi hukum merupakan suatu keharusan
manakala suatu ketentuan hukum tidak lagi sesuai dengan kondisi dan
keperluan masyarakat. Ibnu al-Qayyim al- Jauziyah menyebutkan sebuah
kaidah yang berbunyi : “ Bahwasanya fatwa dapat berubah karena adanya
perubahan zaman, tempat, keadaan dan niat”'® Selanjutnya beliau
menyebutkan bahwa syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan
tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan,
kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi
kehidupan.

Oleh karena hukum-hukum disyari’atkan Allah untuk mewujudkan
kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.** Kajian
maghasid al-syari’ah berkaitan dengan tujuan-tujuan syari’ah sebagai kriteria
yang harus diperhatikan dalam penetapan hukum Islam. Dengan pemahaman

maghasid al-syari’ah diharapkan ijtihad akan dapat dikembangkan sesuai

“Ibnu al-Qayyim Al-jauziyah, I'lam al-Muwaqqi’in Rabb al-‘alamin, Juz |11, Bairut : dar
al Kutub al-‘Tlmiah, 1993, h. 11.
M. Zein Satria Effendi, Ushul Figh, Jakarta:Kencana, 2008, h. 233.



B.

C.

kebutuhan, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang
tidak disinggung oleh nash. Dengan cara demikian, hukum Islam akan tetap
dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah
dan berkembang.

Melalui tulisan ini penulis ingin melakukan suatu penelitian ilmiah
dalam bentuk tesis dengan judul: “REKONSTRUKSI HUKUM
KEWAJIBAN SUAMI MEMBERIKAN NAFKAH IDDAH PADA
PASAL 149 HURUF b INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN
1991 KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-
SYARI’AH”.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf b tidak
memberikan hak nafkah iddah pada istri yang ditalak bain?

2. Bagaimana pandangan maqashid syari’ah terhadap ketentuan yang tidak
memberikan hak nafkah iddah pada istri yang ditalak bain?

3. Bagaimana rekonstruksi hukum terhadap ketentuan Pasal 149 huruf b
Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan nafkah iddah untuk istri yang
ditalak bain ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:



1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis ketentuan dalam pasal 149
huruf b Kompilasi Hukum Islam yang tidak memberikan hak nafkah
iddah pada istri yang ditalak bain.

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis ketentuan yang tidak
memberikan nafkah iddah pada talak bain oleh pihak suami dalam
tinjauan Magashid Syariah.

3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis rekonstruksi hukum terhadap
ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan
nafkah iddah untuk istri yang ditalak bain.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Akademik
a. Menambah wawasan keilmuan tentang ketentuan nafkah iddah
dalam hukum Islam.
b. Menambah wawasan keilmuan tentang ketentuan nafkah iddah
dalam hukum Islam Perspektif Magashid Syariah.
c. Untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).
2. Praktis
a. Masukan kepada para penyusun perundang-undangan agar lebih
mempertimbangkan unsur substansi hukum akibat perceraian;
b. Sebagai acuan atau setidak-tidaknya inspirasi bagi  para peneliti
selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih intensif masalah-

masalah yang serupa dengan penelitian ini;
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E. Penelitian Terdahulu
Ada beberapa penelitian terdahulu yang pada aspek-aspek tertentu
terdapat kemiripan dengan penelitian ini, namun pada pada aspek lain
terdapat pula perbedaan yang mendasar, penelitian-penelitian terdahulu
tersebut adalah sebagai berikut :

1. Zakyyah, meneliti tentang “ Status Nafkah, Maskan dan Kiswah Bagi Istri
Yang Ditalak Bain Sugra”, tahun 20172, Hasil penelitian tersebut adalah
peneliti terdahulu fukos untuk mendeskripsikan serta menganalisis
ketentuan nafkah, maskan dan kiswah bagi istri yang ditalak bain sugra
dalam Kompilasi Hukum Islam dan pendapat empat mazhab. Adapun
perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan
penulis adalah yang diteliti yaitu rekonstruksi kewajiban suami dalam
memberikan nafkah iddah bagi istri yang ditalak bain ditinjau dari
magasyid syariah.

2. M. Ulil Azmi, meneliti tentang “Pemberian Nafkah lddah dalam Cerai
Gugat, tahun 2015”.*® Hasil penelitian tersebut adalah peneliti terdahulu
mendeskripsikan alasan hakim memberikan nafkah kepada istri yang

menggugat cerai (istri dijatuhi talak satu bain sugra) yaitu atas dasar

YZakyyah “Status Nafkah, Maskan dan Kiswah Bagi Istri Yang Ditalak Bain Sugra”,
Tesis, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

BM. Ulil Azmi, “Pemberian Nafkah Iddah dalam Cerai Gugat ”, Skripsi, Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.



mengikuti pendapat mazhab Hanafi dan dengan mempertimbangkan
keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Sedangkan
penelitian ini dapat dikatakan meneliti lebih lanjut pertimbangan tersebut
dengan kajian di luar putusan hakim serta mendeskripsikan dan
menganalisis lebih jelas bagaimana ketentuan nafkah iddah terhadap istri
yang ditalak bain sugra ditinjau dari magashid syariah.

3. Zian Mufti, meneliti tentang “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat
Dihubungkan Dengan Azas Kepastian Hukum”,*Hasil penelitian tersebut
adalah peneliti terdahulu mendeskripsikan hak nafkah iddah pasca cerai
gugat dalam figh dan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan alasan
hakim memberikan nafkah kepada istri yang menggugat cerai (istri
dijatuhi talak satu bain sugra) serta alasan hakim tidak mengabulkan
nafkah iddah berdasarkan Pasal 149 huruf b. Sedangkan penelitian ini
mendeskripsikan dan meanalisis lebih jelas bagaimana ketentuan nafkah
iddah terhadap istri yang ditalak bain sugra ditinjau dari maqashid
syariah.

4. Muhammad Fauzan, “Magashid Nafkah Iddah dan Perlindungan
Perempuan”.’®> Hasil penelitian tersebut adalah menkritisi aturan yang
selama ini berlaku terkait nafkah iddah bagi istri yang ditalak bain yaitu

pendapat ulama klasik dan Pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1

“Zian Mufti, “Hak Nafkah Iddah Pasca Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Azas
Kepastian Hukum ,” Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah , Jakarta, ,
2015.

“Muhammad Fauzan, “Magqasid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan, dalam

http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel-badilag, diakses pada hari Minggu, 14 Januari
2018.
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Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun perbedaan antara penelitian
sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menkritisi
Pasal 149 huruf b Kompilasi hukum Islam yang menyatakan
perempuan/istri yang ditalak bain tidak berhak mendapatkan nafkah
iddah. Aturan yang selama ini digunakan untuk memutuskan hal tersebut
sudah tidak relevan dan jauh dari nilai keadilan, sehingga untuk
mewujudkan nilai keadilan tersebut penulis hanya berfukos kepada
nafkah iddah bagi istri yang ditalak bain saja ditinjau dari magasyid
syariah dan Hukum wajib ini berdasarkan kepada pertimbangan Magashid
Al-Syari’ah.
B. Kumpulan Teori yang berkaitan
Apa sebenarnya teori itu, secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, teori berarti:

Pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung
oleh data dan argumentasi, penyelidikan eksperimental yang mampu
menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti, logika dan metodologi, asas
dan hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu
pengatahuan.®

Sabian Utsman mengatakan bahwa berbicara mengenai teori, maka
akan berhadapan dengan dua macam realitas, yaitu realitas in abstracto yang
ada di dalam alam ide (idea imajinatif) dan realitas in concreto yang berada

dalam pengalaman inderawi. Dalam banyak literatur, beberapa ahli

*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, 2005, h. 1177.
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menggunakan kata teori untuk menunjukkan bangunan berpikir yang tersusun
sistematis, logis, empiris, dan simbolis.*’

Teori dalam pembahasan ini, merupakan teori-teori hukum, baik teori
dalam hukum Islam maupun teori hukum secara umum. Otje Salman dan
Anthon F. Sutanto dalam bukunya Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan,
dan Membuka Kembali mengatakan:

Teori hukum, tentu tidak dapat dilepaskan dari lingkungan zamannya,
dan senantiasa berkembang karena teori hukum biasanya muncul
sebagai sesuatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum
atau menggugat suatu pikiran hukum yang dominan pada saat itu.Oleh
karena itu meskipun teori hukum senantiasa mengajukan pemikiran
secara universal, tetapi sangat bijaksana apabila kita memahami
kondisi yang disebutkan di atas.'®

Teori-teori hukum yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam
permasalahan kewajiban pemberian nafkah iddah oleh pihak suami kepada
istri yang ditalak adalah sebagai berikut:

1. Teori Mashlahah
Untuk menganalisis dan mengkaji mengenai kewajiban suami
dalam memberikan nafkah iddah terhadap isteri yang ditalak, Penulis
menggunakan teori maslahah sebagai teori aplikasi, tentu tidak
mengabaikan penggunaan teori hukum Islam yang juga telah digunakan
oleh kalangan pemikir sebelumnya. Penyebutan inti teori mashlahah
tersebut dimaksudkan untuk memaknai bahwa mashlahah merupakan salah

satu unsur utama bangunan hukum Islam yang mengikat unsur-unsur

Ysabian Utsman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h.
352.

¥4 R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan,
dan Membuka Kembali, Bandung: Refika Aditama, 2013, h. 46.
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terkait lain. Kemaslahatan adalah bagian dari inti atau substansi dari
hukum Islam. Kehidupan manusia di dunia yang seharusnya, tercipta
menurut ajaran dan hukum Islam untuk kemaslahatan umat.

Dalam kaitan dengan kewajiban memberikan nafkah iddah oleh
pihak suami/mantan suami) terhadap isteri/mantan isteri, teori mashlahat
ini diperlukan untuk melihat sejauhmana kewajiban nafkah iddah oleh
suami tersebut telah memenuhi kemashlahatan bagi isteri.

Kata “mashlahah” dalam bahasa Arab jamaknya (mashalih)
merupakan sinonim dari kata “manfaat” dan lawan dari kata “mafsadah”
(kerusakan). Kata manfaat sendiri selalu diartikan dengan “ladzdzah” (rasa
enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya. Dalam kajian
syari’at kata mashlahah dapat dipakai secara istilah untuk
mengungkapkan pengertian yang khusus, meskipun tidak lepas dari arti
aslinya. Sedangkan arti mashlahah adalah menarik manfaat atau menolak
mudharat.*

Menurut al Khawarizmi?®® yang dimaksud dengan mashlahah adalah
memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan
yang meragukan dari manusia. Tujuan hukum Islam adalah untuk
memelihara agama, akhlak, jiwa, harta dan keturunan. Dengan demikian
setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan

syara’ tersebut, dengan menghindarkan dari hal-hal yang dapat merusak

“Lahmudin Nasution, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi’i, Bandung :
PT. Remaja Rosdakarya, 2001, h. 127.

2 Al-Syaukaniy, Irsyad a fuhl lla Tahqiq al-Fazh min ‘IIm al-Ushul, Dar al Fikr, Bairut,
Libanon, h. 242.
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atau membahayakan disebut mashlahah. Dari pengertian ini dapat
diketahui bahwa sesuatu yang disebut mashlahah barometernya adalah
hukum Islam.

Al Ghazali** menjelaskan bahwa menurut asalnya mashlahah itu
berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan
menjauhkan mudharat (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah
pemeliharaan tujuan syara dalam menetapkan hukum. Sedangkan menurut
Zakiy ad Dien Sya’ban?* yang dimaksud dengan mashlahah adalah
sesuatu yang ditetapkan hukum padanya akan berhasil menarik manfaat
dan menolak manfaat dari makhluk, dan tidak dari dalil tertentu yang
menunjukkannya baik yang membenarkan atau yang membatalkannya.
Jadi apa yang disampaikan oleh al Gazhali maupun yang disampaikan oleh
Zakiy ad Dien Sya’ban berbeda redaksionalnya, tetapi intinya sama yaitu
mashlahah itu adalah sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu
yang membenarkan atau yang membatalkannya dan mashlahah itu adalah
sejalan dengan tindakan syara’ dan tujuan hukum syara’ yaitu memelihara
agama, jiwa, akal harta dan keturunan atau kehormatan.

Yusuf Hamid dalam kitabnya al Magashid sebagaimana yang
dikutip oleh Amir Syarifuddin®menjelaskan tentang keistimewaan
mashlahah syar’i  dibandingkan dengan mashlahah dalam pengertian

umum atau bahasa sebagai berikut: Pertama, yang menjadi sandaran

2LAl-Ghazali, al Mustasfa min ‘ilm al Ushul, Dar al Fikr, Bairut , juz | h. 286, lihat juga
Amir Syarifuddin, Ushul Figh PT. Logos Wacana IImu, Jakarta, 1999, h. 324.

#2Zakiy ad Dien Sya’ban ,Ushul al Fikir al Islami, Dar an Nahdad al Rabiyah, h. 182.

Amir Syarifuddin, Ushul Figh PT. Logos Wacana llmu, Jakarta, 1999, h. 326.
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mashlahah itu selalu petunjuk syara’ bukan semata-mata berdasarkan akal
manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan
subyektif, selalu dibatasi oleh waktu dan tempat serta selalu terpengaruh
oleh lingkungan dan dorongan hawa nafsu. Kedua, Pengertian mashlahah
atau sesuatu yang buruk dan baik dalam pandangan syara’ tidak terbatas
untuk kepentingan dunia saja tetapi juga kepentingan akhirat, tidak hanya
untuk kepentingan semusim, tetapi berlaku untuk sepanjang masa. Ketiga,
mashlahah dalam arti syara’ tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak
dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam
artian mental spritual atau secara rohaniah.

Ditinjau dari kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum,
mashlahah ada tiga macam, yaitu :pertama mashlahah dharuriah,
kemaslahatan dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan
manusia, artinya kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa apabila
satu dari prinsip yang lima tidak ada. Kedua, mashlahah hajiyah,
kemashlahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak
berada pada tingkat dharumi. Bentuk kemashlahatannya tidak secara
langsung bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ketiga, mashlahah
tahsiniyah, yaitu mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya
tidak sampai kepada tingkat dharuri, juga tidak sampai pada tingkat haji
namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi
kesempurnaan dan keindahan hidup manusia. Mashlahah dalam bentuk

tahsini ini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.
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Apabila bila ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan
hukum, mashlahah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian
mashlahah dengan tujuan hukum. Mashlahah dalam pengertian munasib
ini dibagi menjadi tiga macam?®®, vyaitu :Pertama, mashlahah al-
mu’tabarah, yaitu masalah yang diperhitungkan oleh syara’, maksudnya
pada masalah ini ada petunjuk dari syara’, baik secara langsung maupun
tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya mashlahah yang
menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Kedua, mashlahah al-mulghah,
disebutkan juga dengan mashlahah yang ditolak, yaitu mashlahah yang
dianggap baikoleh akal tetapi tidak diperhatikan syara’ dan ada petunjuk
syara’ yang menolaknya. Ketiga, mashlahah mursalah, yaitu apa yang
dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum syara’ dalam
menetapkan  hukum, tetapi tidak ada petunjuk syara’ yang
meperhitungkannya dan tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.

Adanya mashlahah sesuai dengan maqashid as-Syar ih(tujuan-
tujuan syara) artinya dengan mashlahah berarti sama dengan
merealisasikan maqgashid as-Syari’h. Sebaliknya  mengesampingkan
mashlahah berarti mengesampingkan magqashid as-Syar’ih. Sedangkan
mengesampingkan magashid as-Syar’i adalah batal. Oleh karena itu adalah
wajib menggunakan dalil mashlahah atas dasar bahwa ia adalah sumber

hukum (ashl) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari

%Abdul Manan, Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana, Penerbit Pustaka Bangsa,
Jakarta, 2003, h. 188.
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ushul (sumber-sumber pokok), bahkan terjadi sinkronisasi antara
mashlahah dan magashid as-Syar'ih.°
Seandainya mashlahah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas
mengandung mashlahah selama berada dalam konteks mashlahah-
mashlahah syariah, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan
dan kesempitan. Allah berfirman: ”Dan tidak sekali-kali menjadikan untuk
kamu agama suatu kesempitan. ”(QS. Al-Hajj :76). Kemudian dalam QS.
Al-Baqarah :185 Allah berfirman :”Allah menghendaki kemudahan
bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” Selanjutnya Ummul
Mu’minin Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad
Saw : “Bahwasanya tidak sekali-kali Nabi dihadapkan pada dua pilihan,
kecuali beliau memilih yang lebih mudah/ringan selama bukan merupakan
perbuatan dosa.” 20
2. Teori Maqgashid Syariah
Digunakannya teori magashid syariah dalam analisis tesis ini
dimaksudkan untuk melihat apakah kewajiban nafkah iddah yang
dipahami dan berlaku saat ini sudah sesuai dengan maghasid syariah.
Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah
magashid al-Syari’ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian
hukum Islam. Karena begitu pentingnya magashid al-Syari’ah tersebut,
para ahli teori hukum menjadikan magashid al-Syari’ah sesuatu yang harus

dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Menurut Al-Syathibi

*Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figih, Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2016 h. 457,
®Ibid., h. 457-458
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menyebutkan bahwa syarat pertama bagi seseorang untuk sampai pada
tingkatan mujtahid adalah memahami maqgashid al-Syari’ah secara
komprehensif.?’” Seorang mujtahid sangat butuh terhadap magashid al-
Syari’ah ketika memahami nas-nas Al-Qur’an dan sunah untuk
mengaplikasikannya  dalam hukum. Seorang mujtahid juga mesti
meperhatikan sesuatu yang ada kemaslahatannya bagi manusia dan
menjauhkan sesuatu yang ada kemudaratannya bagi mereka.

Adapun inti dari teori magashid al-Syari’ah adalah untuk
mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik
manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari
maqashid al-syari’ah tersebut adalah mashlahah, karena penetapan hukum
dalam Islam harus bermuara kepada mashlahah.

Magqgashid Syari’ah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu
magashid dan Syari’ah. Magqashid berasal dari bahasa arab maqgashid
yang merupakan bentuk jamak kata magsad yang bermakna maksud,
sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.”® Sedangkan syariah artinya
jalan menuju sumber air, atau dapat juga diartikan berjalan menuju
sumber kehidupan.”® Dua kata tersebut (magashid dan syari’ah) jika
digabung menjadi satu maka bisa menghasilkan makna sebagai “maksud

agama atau hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan dalam agama.”

“Ibrahim bin Musa al-Kuhumiy, al-Gharnathiy, al-Syathibiy al-Malikiy (al-Syathibiy),

al-Muwafaqatfi Ushul al-Figh,Bairut ; Dar al-Ma’rifah, t.th, Juz 5, h. 41.

**Mohammad al-Thahir ibn Ashur, Treatise on Magashid al-syari’ah, terjemahan

Muhammad el-Tahir el-Mesawi.London, Washington International Institut of Islamic Thougt,
2006. h. 2.

»Ahmad Warson Munawir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya, Penerbit

Pustaka Progressif, 1997.h. 712.

18



Pengertian magashid syariah secara epistimologi dapat ditemukan
pada karya ulama seperti lbn Asyur yaitu magashid syariah adalah
makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh
Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syari’atnya.30 Sedangkan
“allal al fasi mengartikan Magashid syari’ah adalah tujuan syari’ah dan
rahasia yang diletakan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-
Nya).*! Dan Ahmad Al-Raisuni mendefinisikan magashid syari’ah adalah
tujuan-tujuan yang ditentukan oleh Syari’ah untuk diwujudkan demi
kemaslahatan manusia.*

Melihat definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa kandungan
magqashid syari’ah atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan umat
manusia. Pandangan tersebut berdasarkan pada titik tolak dari suatu
pemahaman bahwa dibalik suatu kewajiban (taklif) yang diciptakan
adalah rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap
hukum itu pasti mempunyai tujuan. Jadi apabila ada hukum yang tidak
mempunyai tujuan maka sama saja dengan memberi beban kewajiban
(taklif) yang tidak dapat dilaksanakan, dan itu merupakan sesuatu yang
mustahil. Jelasnya, bahwa hukum-hukum yang telah ditentukan dan
diturunkan kepada manusia tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri,

melainkan dibuat untuk kemaslahatan umat.

®lbnu Asyur, Muhammad Al-Thahir, Magashid Al-Syari’ah al-lslamiyyah, Tunisia,
Mashna’al-kitab.

lal Al-fasi, Magashid Al-Syari’ah Al-Islamiyyah wa Makarimuha, Maroko,1979,
Mathba’ah Al-Risalah.

%2Ahmad Al-Raisuniy, Nazhariyah Al-magashid ‘inda Al-lmam Al-syathibiy, Al-dar Al-
Alamiyyah li al-Kitab Al-Islamiyyah.
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Konsep magashid al-Syariah sebenarnya telah dimulai dari masa
Abd. al-Malik al-Juwaini salah seorang kontributor paling awal terhadap
teori magashid dengan menggunakan istilah al-magashid dan al-masalihal-
ammah  (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.®
Kemudian teori ini disusun secara sistematis oleh seorang ahli ushul figih
yaitu Imam al-Syathibi, yang dikenal sebagai salah seorang pemikir
hukum Islam yang dalam karyanya al-Muwwafaqgat fi Ushul al-ahkam,
yang beliau namakan kitab al-maqgashid. Menurut al-Syatibi, pada
dasarnya syari’at ditetapkan untuk mewujudkan kemashlahatan hamba
(mashalih al’ibad), baik didunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah
dalam pandangan beliau menjadi magashid al-Syari’ah. Dengan kata lain,
penetapan syari’at baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci
(tafshilan), didasarkan pada suatu illat (motif penetapan hukum), yaitu
mewujudkan kemaslahatan hamba.®*

Magashid al-syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam
merumuskan syariat Islam. Perumusan tujuan syariat Islam bertujuan
untuk mewujudkan kemaslahatan umum (mashlahah al-ammah) dengan
cara menjadikan aturan hukum syari’ah yang paling utama dan sekaligus
menjadi shalihah li kulli zaman wa makan (kompatibel dengan kebutuhan
ruang dan waktunya) untuk sebuah kehidupan manusia yang adil,

bermartabat, dan bermaslahat. Istilah yang diperkenalkan oleh al-Syatibiy

3Abd al-Malik al-Juwainiy, Ghiyas al-Umam fi lltiyas al-Zulam, ed. Abdul Azim al-Dib
Qatar :wazarah al-Syu’un al Diniyyah, 1400 H. h. 253.

**Al-Syatiby, al-Muwafagatfi Ushul al-Syari’ah, Kairo: Musthafa Muhammad, t.th. jilid
1. H.2-3.
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dalam al-Muwafagat, menyatakan bahwa hukum-hukum Allah itu
disyariatkan untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah yang secara harfiah
disebut li mashalih al-ibad, yang tiada lain adalah umat.

Teori mashlahah yang diperkenalkan al-Syatibi dalam konsep
magashid al-syari’ah ini tampaknya masih sangat relevan untuk menjawab
segala persoalan hukum di masa depan, termasuk pula masalah hukum
akibat perceraian yaitu kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada
suami dan istri. Tujuan dari syariat, pada intinya adalah kemaslahatan (al-
mashalih) yang bersifat langgeng, universal, dan umum (abadiyyan,
kulliyan, wa amman), yang mana syariat ditetapkan untuk mewujudkan
kemaslahatan bagi umat manusia baik cepat ataupun lambat. Adakalanya
berbentuk sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia, atau
berbentuk menyingkirkan sesuatu yang merusak dan membahayakan
manusia.

Manfaat dari memahami magashid al-Syari’ah adalah sesuatu yang
paling penting baik secara akal maupun secara syar’i. Adapun dilihat dari
segi pelaksanaannya, aspek keimanan (al-tauhid) hendaknya mampu
merepresentasikan kesadaran hukum pada diri manusia dalam bentuk
materi hukum positif. Teori magashid al-Syari’ah Imam al-Syatibiy di atas
merupakan sebuah usaha untuk membangun mashlahah sebagai sebuah
elemen mendasar (esensial) dari tujuan hukum Islam. la telah berusaha

memecahkan problem relativitas mashlahah. la telah berusaha menyangkal
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berbagai implikasi determinisme teologis dan dilema prinsip relativitas
mashlahah.

Jadi kedudukan magashid syariah dalam penetapan hukum Islam
dalam bentuk mashlahah yang dijadikan dasar dalam menakar magashid
syariah terdiri dari dua bentuk, yaitu : a. Mewujudkan manfaat, kebaikan
dan kesenangan untuk manusia dan b. Menghindarkan manusia dari
kerusakan dan keburukan. Untuk menentukan baik buruknya (manfaat atau
mafsadah) suatu perbuatan dan guna mewujudkan tujuan pokok
pembentukan dan pembinaan hukum, maka tolak ukurnya adalah apa yang
menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan
tersebut mempunyai tingkatan-tingkatan sehingga berurutan, ulama
penggagas magashid membuat peringkat kebutuhan tersebut menjadi tiga
tingkatan yaitu ; dharuriyyat (primer), hajiyyat(skunder) dan tahhsinat
(tertier).

Unsur-unsur pokok magqasid syart‘ah di atas harus dipelihara, agar
kemaslahatan dapat diwujudkan. Al-Syatibi membagi tingkatan keadaan
dalam memelihara lima unsur tersebut.

a. Magqasid ad-Daruriyat

Magasidad-daruriyat  adalah  memelihara unsur pokok dalam

kehidupan manusia.Jikatidak diwujudkan, maka berdampak pada

kerusakan kehidupan manusia.*®

b. Magqasid al-Hajiyat

% Asafri Jaya Bakri, KonsepMagashid, h. 72.
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Magasid al-hajiyat adalah memelihara unsur pokok agar
menghilangkan kesulitan bagi manusia. Jika tidak diwujudkan, maka
tidak sampai kepada kerusakan manusia, tetapi akan membawa
kesulitan bagi manusia.®

C. Magasid at-Tahsiniyat

Magasidat-tahsiniyat adalah memelihara unsur pokok sebagai

penyempurna kehidupan.Jika tidak diwujudkan, maka tidak sampai

pada kerusakan dan kesulitan.Tetapi kehidupan manusia menjadi
tidak sempurna.®’

Untuk memperjelas tingkatan maqashid Syari’ah berdasarkan
klasifikasi dharuriyy (primer), hajiyyat (skunder) dan tahhsinat (tertier),
maka keterkaitan satu sama lain adalah sebagai berikut:

1. Magashid hifzh ad-din, yaitu tujuannya adalah menjaga agama. Salah
satu contohnya adalah dianjurkannya kita berjihad ketika jihad itu
memang diperlukan untuk menjaga agama.

2. Magashid hifzh an-nafs, yaitu menjaga diri. Tujuan syar’i (tujuan
Allah) menentukan suatu ketentuan hukum adalah untuk menjaga diri.

3. Magqgashid hifzh al-agl, menjaga pikiran (akal) agar selalu jernih.
Karena itu disyari’atkanlah ketentuan hukuman (had) bagi orang yang
mabuk (baik itu karena minuman keras ataupun hal lain). Sehingga
tujuan dari mengapa orang yang mabuk itu dihukum adalah agar tidak

melakukan hal tersebut, sehingga otak ini tetap jernih.

% bid.
I bid.
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4. Maqgashid hifzh an-nasab, yaitu menjaga keturunan. Menjaga
keturunan yang dimaksud diantaranya menjaga nasab dalam bentuk
perintah dan menjaga nasab dalam bentuk larangan, menjaga nasab
dalam bentuk perintah salah satunya adalah menikah. Dalam bentuk
larangan yaitu ketentuan dilarangnya melakukan perzinahan dan
dianjurkannya menghukum orang-orang yang berzina.

5. Magqgashid hifzh al-mal, menjaga harta. Ada yang berbentuk anjuran
yaitu seperti perintah untuk bekerja mencari nafkah yang halal, hal ini
sama dengan ibadah. Dalam bentuk larangan yaitu larangan bahkan
dihukumnya orang-orang yang mencuri dengan cara dipotong
tangannya.®

3. Teori Keadilan

Digunakannya teori keadilan sebagai alat analisis dalam tesis ini
adalah sebagai alat ukur apakah kewajiban nafkah iddah yang dipahami
dan berlaku saat ini sudah sesuai dan telah memenuhi rasa keadilan, atau
sebaliknya malah mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak
menjadi perhatian sepanjang perjalanan filsafat hukum.Tujuan hukum
bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan
kemanfaatan.**Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris,

disebut justice, bahasa Belanda disebut dengan rechtvaardig. Adil dapat

%Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Magashid Syari’ah, Jakarta :Sinar Grafika Offset,
2010, h.91.

¥Mahir Amin, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, Ad-Daulah:
Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4, No. 2, Oktober 2014, h. 2.
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diterima secara objektif.Keadilan dimaknai sifat (perbuatan, perlakuan)
yang adil. Adil memiliki pengertian diantaranya: tidak berat sebelah atau
tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak
sewenang-wenang.*

Terdapat dua rumusan tentang keadilan: Pertama, pandangan
bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara
penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan “dalil neraca
hukum” yakni “takaran hak dan kewajiban”. Kedua, pandangan para ahli
hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah
keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.*

Plato dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita
kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis
dengan berbagai organisme sosial.Setiap warga negara harus melakukan
tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.*’Adapun menurut
Aristoteles seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti
keadilan.”*la mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada

setiap orang apa yang menjadi haknya (fiat jutitia bereat mundus).

“Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian
Disertasi dan Tesis, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 25.

“A. Ridwan Halim, Pengantar Illmu Hukum Dalam Tanya Jawab, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2005, h. 176.

“Ipid., h. 177.

“Dalam bidang hukum konsep-konsep Aristoteles seperti “keadilan menurut hukum
alam” dan “konsep keadilan menurut hukum” atau “keadilan menurut kebiasaan”, hakikat manusia
sebagai “political animal” (zoon politicon, makhluk yang berpolitik), distinksi antara kemerdekaan
dan perbudakan. Bentuk-bentuk pemerintahan: demokrasi, aristokrasi, oligarchi dan tirani, tentang
pemerintahan menurut hukum dan pemerintahan menurut kehendak orang yang berkuasa, dan
ukuran-ukuran dari “orang yang rasional”, telah terus menerus memberikan bahan-bahan dasar dan
pandangan-pandangan dalam pemikiran politik dan hukum selama lebih dari 20 (dua puluh) abad.
Lihat dalam Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum,
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 110.
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Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu:
Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh
pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan
bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan
memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi
korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan
kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang
bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang
atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya
jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan
berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.*
Adapun keadilan menurut Hans Kelsen adalah sebuah kualitas yang
mungkin, tetapi bukan harus, dan sebuah tatanan sosial yang menuntun
terciptanya hubungan timbal balik di antara sesama manusia. Baru setelah
itu ia merupakan sebuah bentuk kebaikan manusia, karena memang
manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan
sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil
adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam

menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata

“Mahir Amin, “Konsep Keadilan..., h. 6.
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lain bahwa supaya semua orang bisa merasa bahagia dalam peraturan
tersebut.*

Keadilan yang dimaksud Hans Kelsen di atas, dalam menuntun
perilaku manusia dalam tatanan sosial juga dapat diterapkan pada profesi
hakim, khususnya dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga.Lebih
lanjut menurut John Rawls, keadilan sosial merupakan prinsip
kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan
agretatif dari kelompok.*® Selain itu menurut H.L.A Hart mengemukakan
prinsip-prinsip keadilan yaitu:

...dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu
di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa
kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu.Ini merupakan sesuatu
yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial
ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu.
Dari situlah menurut tradisi  keadilan dipandang sebagai
pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (balance) atau jatah
bagian (propotion), dan kaidah pokoknya sering dirumuskan
sebagai “Perlakukan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa”;
kendatipun kita perlu menambahkan padanya “dan perlakuan hal-

hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”...*’

Beberapa pandangan di atas mengenai keadilan sangat tepat dalam
menganalisis bahasan kewajiban nafkah iddah atas istri yang ditalak bain,
selain pandangan di atas juga dirasa perlu pandangan keadilan menurut
Islam. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun

perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun

**Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Bandung: Nusa Media, 2008, h. 2.

“®John Rawls, A Theori of Justice Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk
Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 26.

*"H.L.A Hart, Konsep Hukum (The Consept of Law), Bandung: Nusa Media, 2009, h. 246.
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harus dtegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri,
bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil.
Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya
miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus
diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.

Keadilan dalam Al-Qur’an menggunakan pengertian yang berbeda-
beda bagi kata atau istilah yang bersangkut-paut dengan keadilan. Bahkan
kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga
tidak selalu berasal dari akar kata ' al-‘adlu. Kata-kata sinonim seperti
al-gist, al-hukm dan sebagainya digunakan oleh Alquran dalam
pengertian keadilan. Secara terminologis, adil berarti mempersamakan
sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran,
sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu
sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.*®

Lebih lanjut menurut Ibnu Manzhur dalam kitab Lisan al- ‘4rab
menjelaskan makna dari kata al-gist disamakan dengan kata al-
mizan,*®yang berarti neraca atau timbangan.**Sedangkan makna al- ‘ad!

menurut Ibnu Manzhur adalah:

*®*Mahir Amin, “Konsep Keadilan..., h. 9.

®Ibnu Manzhur, Lisanal-Arab, Kairo: Dar al-Ma’arif, 1119, h. 3626.

*Menurut A.W. Munawwir menjelaskan makna al-gistu adalah keadilan dengan standar
ukuran. Lihat dalam A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997,
h. 1118. Sedangkan al-mizan adalah neraca, keadilan, yang seimbang, yang ditimbang Lihat
dalam A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir..., h. 1556.
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Bila diterjemahkan secara bebas, makna dari kata al-‘ad! di atas,
adil adalah sesuatu yang berdiri dalam jiwa-jiwa bahwasanya adil itu
bersifat lurus (berada dalam kebenaran), lawan katanya adalah
menyimpang, dan salah satu di antara nama-nama Allah SWT: Maha adil,
yaitu sesuatu yang tidak terdapat keinginan (hawa nafsu) yang dapat
menyebabkan penyimpangan dalam suatu ketetapan hukum.>
4. Teori Rekonstruksi
Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki
berbagai macam pengertian. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re”
berarti pembaharuan, sedangkan “konstruksi” memiliki arti suatu
system atau bentuk atau dapat juga diartikan sebagai susunan (model,
tata letak suatu bangunan).>
Menurut B.N Marbun dalam Kamus Politik mengartikan
rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula,
penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada
dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.**
Menurut Yusuf Qardawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin

penting, yaitu pertama memelihara inti bangunan asal dengan tetap

*'Ibnu Manzhur, Lisanul Arab..., h. 2838.

%2padanan kata hukum vyaitu hikmah yang artinya kebijaksanaan.Lihat dalam A.W.
Munawwir, Kamus Al-Munawwir..., h. 286-287.

>pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

>* B.N. Marbun , Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996 h. 469.
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menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua memperbaiki hal-hal yang
telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah.
Ketiga memasukan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan
karateristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan
bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih
tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan
realita saat ini.>
Keterkaitan teori rekonstruksi dengan tesis ini adalah karena
sekilas aturan hukum dalam Pasal 149 huruf b KHI terkesan tidak adil
karena seorang mantan istri ketika diceraikan oleh suaminya tidak
dinafkahi (selama masa iddah) sedangkan dia tinggal sendiri atau
bersama anak-anaknya dan terikat dengan ketentuan iddah. Kondisi ini
menggambarkan betapa teraniayanya perempuan dalam masa iddah,
tidak dinafkahi tetapi harus menunggu habisnya masa iddah. Oleh
karena itu konsep nafkah iddah pasca-perceraian ini harus
direkonstruksi dengan mempertimbangkan magashid al-Syariah yang
merupakan tujuan akhir yang ditetapkan syara untuk kemaslahatan
manusia dan kemaslaahatan manusia akan berbeda seiring dengan
perbedaan kondisi dan waktu.
C. Rekonstruksi Hukum dan Ketentuan Tentang Nafkah Iddah dalam Islam
1. Beberapa Pengertian

a. Pengertian Rekonstruksi Hukum

>Yusuf Qardawi, Dalam problematika Rekonstruksi Ushul Figih, 2014, Al-Figh Al Islami
bayn Al Ashalah wa At Tajdid, Tasikmalaya.
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- Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari
kata ‘konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian ditambah
imbuhan “re” berarti pengembalian seperti semula.”® Dalam Black Law
Dictionary®” reconstruction is the act or process of rebuilding,
recreating, or reorganizing something, rekonstruksi disini dimaknai
sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau
melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

- Pengertian hukum

Hukum menurut Meyers adalah keseluruhan dari pada norma-
norma dan penilaian-penilaian tentang harga susila yang mempunyai
hubungannya dengan perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat,
norma-norma dan penilaian mana oleh penguasa Negara harus dipakai
pedoman dalam menunaikan tugasnya.

Sedangkan menurut Larminier adalah keseragaman daripada
hubungan-hubungan antara manusia yang menimbulkan kewajiban-
kewajiban atau hokum adalah keseluruhan daripada prinsip-prinsip
yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat dan yang
menetapkan apa yang oleh tiap-tiap orang boleh dan dapat dilakukan
tanpa memperkosa rasa keadilan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan rekontruksi hukum

dalam tesis ini adalah proses penyusunan pemahaman, pemikiran dan

56Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai
Pustaka, 2005, h. 942.
> Bryan A Garner, Black Law Dictonary, ST. Paul Minn: West Grouf, 1999 h. 1278.
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ketentuan serta aturan hukum dalam rangka mendapatkan ketentuan
atau aturan hukum yang lebih sesuai dengan keadaan saat ini yaitu
masalah nafkah iddah bagi perempuan yang ditalak bain.

b. Pengertian Iddah

Iddah dengan mengkasrahkan huruf ’ain dan jamanya adalah
‘idad. Maknanya secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat
al-‘adat karena biasanya mencakup hitungan bulan.Dikatakan
“Adadtuasy-syai’aiddatan”maknanya  aku  menghitung dengan
hitungan.Juga disebutkan kepada yang dihitung, dikatakan “iddatu al-
mar’ah maknanya hari-hari hitungan masa iddahnya.Maknanya secara
istilah menurut pendapat mazhab Hanafi adalah®®masa yang ditentukan
menurut syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinanyang
masih tersisa.

Sedangkan menurut pendapat jumhur®®iddah adalah masa
menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui
kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa
dukanya atas kepergian suaminya.

Iddah dalam bahasa Indonesia secara ringkas berarti “masa
waktu menanti bagi perempuan yang ditalak atau kematian lakinya

5560+

(selama waktu itu ia tidak boleh kawin lagi).””"iddah pada hakikatnya

adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau

**Wahbah Az-Zuhailli, Figh al-1slam Wa adillatuhu, Penerbit, Gema Insani, Darul Fikir,
Jakarta, 2011, Jilid 9, h. 534

*Ibid, h. 534.

*®Ibid, h. 668.
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bilangan bulan. Secara etimologis ‘iddah mengandung arti masa
menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan selanjutnya
setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup
maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya
atau untuk berpikir bagi suami. Para ulama mendefinisikan ‘iddah
sebagai waktu untuk menanti kesucian seorang isteri yang ditinggal
mati atau diceraikan oleh suami, yang sebelum habis masa itu dilarang
untuk dinikahkan.®*

Dari definisi iddah yang dipaparkan di atas maka iddah adalah
masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang
harus dijalani oleh siistri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai
masa iddahnya.

2. Dasar Hukum Iddah
a. Al-Quran

1) Qur’an Surah At-Thalaq ayat 4 :
A S5 il 56 Gelnd 2551 ) BULS G mmall (e Gl
be 4 a2 A 5 0o Gilaa e of Gl Qa5 7 e
(4) 15 0 2l

Artinya:

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara
isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka
‘iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan
yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu
‘iddah  mereka itu ialah  sampai  mereka  melahirkan

*’Amir Nuruddin dan Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta :
Prenada Media, 2004, h.240.
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kandungannya”.Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia
menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.®

2) Surat Al-Bagarah ayat 234 yang berbunyi:
515 31 368 ey 8 0531 00355 e 03858 605
0 sfhis ey 5152 s il 3 Gl e Rle 210 38 Gl 3
(234) D
Artinya:

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-
isteri hendaklah mereka isteri-isteri menunggu empat bulan sepuluh
hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) ‘iddah mereka, maka tidak
ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri
mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa
yang kamu kerjakan.®

3) Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 228 yang berbunyi:

o 401 GIA L GG o Bl 8ad V57 8 A6 (il L0 Gilad
&) A Badns BaT Gl ® AW iy L GalilEE o Geala
8578503 dgle JaOl5 s haally Gele (o3 Jhe Gel AN 15315

(228) ASa So3e
Artinya:

Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka
(menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan
apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman
kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak
kembali pada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki. Dan

%2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 817.
%3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 47.
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4)

mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai
kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha bijaksana.®®

Surat Al-Ahzab ayat 49 :

(49) Shaad B 5A AT G palad™Ieh 555 330 G Sile
Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka
sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa ‘iddah atas
mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah
dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.®®

Hadis

& e B e B it Ba g eiiasd il 0 Glaill, B

)il &L o & ey slald (e 4wl (e sales G shae 38 ile

O S lhall (& 4 -y ade ) e ) 0505 2 e il

Bl 1 S G 05 208 300 sl il G 025 5

66.91 ?’i’i k) “S’S

Telah berbicara kepada kami Sulaiman bin Abdul Hamid al-Bahraniy,

telah berbicara kepadaku Yahya bin Shalih, telah berbicara kepadaku

Isma’il bin ‘Abbas, telah berbicara kepadaku ‘Amr bin Muhajir dari

ayahnya dari Asma binti Yazid As-Sakan Al anshari; pada masa

252.

*Kementerian Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 45.
®Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 600.
®*Abu Daud Sulaiman bin al-asy’ats al- Sijistaniy, (Bairut : Dar al-Kitab al-‘Rabiy) Jilid I, h.
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Rasulullah ia dicerai suaminya, sedangkan pada saat itu wanita yang
dicerai tidak ada iddahnya, Allah lalu menurunkan ayat tentang wajibnya
iddah bagi wanita-wanita yag ditalak.
3. Macam-Macam ‘iddah
Secara umum, ‘iddah bagi perempuan yang berpisah dari suaminya
dalam akad yang sahih ada dua macam, yakni ‘iddah karena perceraian dan
‘iddah karena kematian.®” Hal ini bisa dirincikan sebagai berikut :
a. lddah karena perceraian.
Iddah karena perceraian memiliki dua kemungkinan yang masing- masing
memiliki hukum sendiri sebagai berikut:
1) Wanita yang diceraikan dan belum disenggamai suaminya. Wanita
dalam keadaan seperti ini tidak wajib menjalani masa ddah.®
2) Wanita yang diceraikan dan sudah disenggamai.
Keadaan seperti ini memberikan dua kemungkinan bagi perempuan,
yakni dalam keadaan hamil dan tidak hamil.®
a) Wanita tersebut dalam keadaan hamil, masa ‘iddah baginya adalah

sampai melahirkan kandungannya. Allah SWT berfirman dalam

Al-Qur’an surat At-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

”Abd al-Qadir Mansur, Figh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitab Wa al-Sunnah,

Terjemah Muhammad Zainal Arifin, Buku Pintar Figih Wanita, Jakarta : Zaman, Cet, 2009, h.130.
%8Sayyid Sabiqg, Figh as-Sunnah, Beirut: Dar-al fikr,1983, Cet. Ke-4, Jilid 2, h. 623.
*Abd al-Qadir Mansur, Buku Pintar Fikih Wanita, h.130.
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Artinya:

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara
isteri-isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka
‘iddahnya adalah tiga bulan; dan begitu pula perempuan-
perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan
yang hamil, waktu °‘iddah mereka itu ialah sampai mereka
melahirkan kandungannya”.Dan barang siapa bertaqwa kepada
Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam
urusannya.’®

b). Wanita tersebut dalam keadaan tidak hamil. Dalam kondisi seperti
ini, ada dua kemungkinan yang dialami, yakni: Pertama: dia masih
menstruasi, maka ‘iddahnya adalah tiga kali masa haid, Allah SWT
berfirman dalam surat al-Bagarah ayat 228. Kedua: Dia tidak
mengalami masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum
menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah menopause. Masa
‘iddah wanita seperti ini adalah selama tiga bulan. Seperti firman
Allah dalam surat At-Thalaq ayat 4 yang artinya: Perempuan-
perempuan yang tidak haid lagi diantara istri-istrimu (menopause)
jika kamu ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka masa ‘iddahnya
lalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang
tidak haid.

b. lddah karena kematian

""Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemah, h. 817.
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Masa ‘iddah bagi wanita yang berpisah dengan suaminya karena kematian
dan tidak dalam keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia
telah melakukan hubungan badan dengan suaminya atau belum. Allah

SWT berfirman dalam surat Al-Bagarah ayat 234 yang berbunyi:
36505 il 3 Gl 2008 80531 65055 e o3 el
Dt sl Uy 5% i aly gl b (b L 1K1 U4 38 Gilal (AL

(234)
Artinya:

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri
hendaklah mereka isteri-isteri menunggu empat bulan sepuluh hari.
Kemudian apabila telah sampai (akhir) ‘iddah mereka, maka tidak ada
dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka
menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.™

4. Konsep Nafkah Iddah dalam Islam
Secara etimologi kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab 4l artinya
yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.”® Sedangkan pengertian nafkah dalam
madzahib  al arba’ah  disebutkan LAY Al 8 Al yaitu
pengeluaran.Menurut syara  seperti disebutkan al-Munawiy”*ia berarti
sesuatu yang mesti dibayarkan seseorang buat kehidupan orang lain yang

menjadi tanggungannya seperti istrinya, budaknya dan hewan ternaknya.

""Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 47.

2 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Surabaya : Pustaka Progresif, Cet
XX, 2002, h. 1449

3 Al-Jaziriy, Figih ‘Ala Madzahib Al arba’ah Juz IV, Beirut : Dar al-Kutb Al-Ilmiyyah,
1990, h.485.

"“Muhammad Abd al-Ra’uf al-Munawiy, al-Taugif ‘Ala Muhimmad al-Ta arif, Beirut
:Dar al-Fikr, h.703.
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Materi nafkah itu sendiri dibatasi pada tiga unsur yaitu makanan, pakaian dan
tempat tinggal.”

Di dalam ensiklopedi Indonesia dijelaskan bahwa nafkah adalah
belanja wajib yang diberikan oleh seseorang kepada tanggungannya.
Kewajiban memberi nafkah timbul karena ikatan pernikahan seperti suami
terhadap istri, ikatan keluarga seperti ayah terhadap anak dan ikatan
perwalian. Jumlah nafkah wajib yang diberikan sesuai dengan kemampuan
dan kebiasaan setempat.

Sekilas bisa dipahami kalau nafkah tentu berkaitan dengan kebutuhan
sehari-hari bagi manusia. Sementara Sayyid Sabig menambahkan tidak hanya
hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan isteri yang bersifat primer akan tetapi
juga skunder sekalipun sang isteri dari keluarga yang mampu dan
berkecukupan’®. Secara terminologi, Sayyid Sabiq dalam bukunya figh as-
Sunnah menyebutkan nafkah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal
makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan
pengobatan, bahkan sekalipun siistri adalah seorang wanita, yang kaya.’’ Jadi
nafkah adalah sesuatu yang mesti dibayarkan seseorang buat kehidupan orang
yang menjadi tanggungannya, seperti istrinya, budaknya dan hewan ternaknya.
Dan materi nafkah itu sendiri biasanya dibatasi pada tiga unsur utama, yaitu

makanan, pakaian dan tempat tinggal.

*Qasim bin Abdullah bin Amir ‘Ali al-Qawnuniy, Anis al-fugaha, Jeddah :Dar al-Wafa,
h.168.

"°Sayyid Sabig, Figh as-Sunnah, Beirut: Dar-al fikr,1983, Cet. Ke-4, Jilid 2, h.147.

"Ibid, h. 147.
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Dalam klasifikasi berdasarkan pihak yang menerimanya, nafkah
biasanya dibagi menjadi dua, yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk
orang lain. Dengan pembagian itu, maka seseorang dituntut untuk
mendahulukan nafkah untuk dirinya daripada nafkah untuk orang lain. Adanya
nafkah untuk orang lain disebabkan oleh tiga hal, yaitu karena hubungan
perkawian, hubungan kekerabatan, dan hubungan kepemilikan (tuan terhadap
budaknya).’®

Nafkah selain dalam masa ikatan perkawinan, terdapat juga nafkah
setelah perkawinan putus. Dalam kaitannya dengan tesis ini adalah nafkah
setelah adanya perceraian atau akibat penjatuhan talak dimana putusnya
perkawinan berdasarkan gugatan perceraian atau istri menggugat cerai
suaminya, talak ini dinamakan talak bain sugra. Sebagai akibat dari talak bain
ini, hukum Islam menentukan pihak suami dibebani sejumlah kewajiban-
kewajiban terhadap istrinya, di antaranya adalah kewajiban memberikan
nafkah ‘iddah.

Talak merupakan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat
hukum berupa hak dan kewajiban antara bekas suami dan bekas istri. Menurut
Hans Kelsen, suatu hak hukum mempresuposisikan kewajiban hukum
orang lain.” Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa

hak istri  merupakan kewajiban suami dan hak suami merupakan

®Ala’al-Din Muhammad bin Ali Al-Husniy, Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Abshar, Juz
2 (Bairut:Dar al-Fikr, 1386, h.572 .

Miftakhul Huda, Nur Rosihin Ana, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. Ke-3,
Jakarta: Konstitusi Press, 2012, h. 61.

40



kewajiban istri. Salah satu hak dan kewajiban suami dan istri pasca
terjadinya talak adalah sebagai berikut:
Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami
wajib Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri
selama dalam ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'’in
atau nusyiiz dan dalam keadaan tidak hamil.®

Pasal di atas membebankan kewajiban suami hanya kepada bekas
istri yang tidak nusyzz dan tidak dijatuhi talak ba’in. Artinya, secara
otomatis jika istri menggugat cerai kepada suami, maka suami tidak
memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah, maskan, dan kiswah jika
terjadi perceraian karena istri yang menggugat cerai akan dijatuhi talak »a’in
sugra.

Namun pada Pasal 152 KHI yang berbunyi “Bekas Isteri berhak
mendapatkan nafkah ‘iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusy:iz”.%* Hanya
bekas istri yang nusy:iz yang dinyatakan tidak berhak atas nafkah ‘iddah
sedangkan bekas istri yang dijatuhi talak ha’in tidak disebutkan dan hak
yang diperoleh hanya sebatas nafkah ‘iddah tidak disertai dengan maskan
dan kiswah. Dari gambaran di atas terlihat seolah KHI tidak konsisten dalam
mengatur apa yang menjadi hak bagi istri yang ditalak ba in sugra.

Selain dalam KHI, disparitas aturan juga terjadi pada pendapat

mazhab yang dalam hal ini hanya akan dibahas pendapat empat mazhab

®Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di LingkunganPeradilan Agama,
Mahkamah Agung RI, Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015, h. 1055

81Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama,
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Rl, 2001, h. 354.
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populer yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hambali. Keempat

mazhab sepakat apabila terjadi talak raj‘i, maka bekas suami wajib

memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama

‘iddah. Namun apabila terjadi talak ba’in, ulama mazhab berbeda

pendapat. Mazhab Hanafi berpendapat bekas istri memiliki hak
atas nafkah, maskan, dan kiswah selama masa ‘iddah sama seperti hak istri
yang dijatuhi talak raj i. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi‘i berpendapat
bekas istri hanya berhak atas maskan saja, dan menurut mazhab Hambali,
bekas istri tersebut tidak memiliki hak apapun.®®

Ketentuan yang beragam tersebut berakibat kepada disparitas

putusan hakim di Pengadilan Agama, karena KHI dan pendapat ulama
mazhab merupakan pegangan atau panduan bagi hakim dalam memutuskan
perkara di pengadilan. Ada hakim dalam beberapa kasus memutuskan bekas
suami diwajibkan untuk membayar nafkah ‘iddah kepada bekas istri yang
dijatuhi talak satu Aa’in sugra dan yang menjadi salah satu pertimbangan
adalah Pasal 149 KHI dan pendapat mazhab Hanafi. Namun masih
banyak hakim yang tidak sependapat, hal ini dapat dilihat dari putusan
hakim tersebut yang tidak membebankan nafkah ‘iddah kepada bekas suami
walaupun telah diminta oleh bekas istri yang dijatuhi talak satu ba’in sugra

dengan berargumen kepada Pasal 149 KHI.

#Wahbah Az-zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu (Damaskus : Dar al Fikr, 1989) VI, h.
657-659.
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Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan
dan praktik terkait hak bekas istri yang dijatuhi talak ba’in sugra masih
belum jelas, karena baik dalam KHI maupun empat mazhab hanya menyebut
talak ba’in tanpa mengklasifikasikan jenis talak ba’in sugra atau kubra dan
dengan ketentuan yang berbeda-beda. Ditambah lagi dengan beragam
pendapat ulama mazhab yang akhirnya timbul kesimpulan bahwa belum ada
kepastian hukum terhadap apa yang menjadi hak bagi bekas istri yang
dijatuhi talak ba’in sugra. Yang pasti dari pemaparan di atas juga, maka
dapat disimpulkan bahwa nafkah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan
oleh seorang suami kepada isteri yang telah diceraikannya yang dapat
dipergunakan untuk biaya hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik
itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal selama dalam masa

iddah.

Hak dan Kewajiban Suami dan Istri dalam Masa ‘Iddah.

‘Iddah ialah masa tunggu atau tenggang waktu sesuai dengan jatuhnya
talak dari suami, dimana pada masa ‘iddah ini suami boleh untuk merujuk
kepada istrinya. Sehingga pada masa ‘iddah ini si istri belum boleh untuk
melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain. Pada masa ‘iddah ini
sebenarnya untuk menyakinkan kekosongan rahim si isteri agar terhindar dari
percampuran atau kekacauan nasab bagi anak yang dikandung. Di samping itu
untuk memikir kembali atau jalan yang mereka tempuh, apakah untuk merujuk
kembali atau tetap meneruskan perceraian yang telah terjadi. Bagi istri yang

telah diceraikan oleh suaminya baik itu dicerai hidup dari pihak suami ataukah
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si istri tersebut sedang mengandung atau tidak, maka istri tersebut wajib untuk
menjalani masa ‘iddah sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum
Islam pasal 153 ayat (1) yaitu :”Bila seorang istri yang putus perkawinannya
berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya
putus bukan karena kematian suami.”®

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa setiap istri
yang diceraikan suaminya diharuskan untuk menjalani masa ‘iddah, yang
lama waktunya ditetapkan menurut keadaan isteri yang diceraikan atau suami
yang menceraikannya, yakni apakah perceraian itu terjadi karena cerai proses
pengadilan atau cerai karena kematian.

Fugaha telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa
‘iddah talak raj’i masih berhak mendapat natkah dan tempat tinggal.84Beg itu
juga halnya perempuan yang hamil, berdasarkan firman Allah SWT.
Berkenaan isteri yang di talak raj’i dan isteri-isteri yang di talak dalam
keadaan hamil berdasarkan firman Allah surat At- Thalaq ayat 6.

Para ahli figih masih berbeda pendapat tentang perempuan yang

ditalak bain.Ulama Hanafiah berpendapat bahwa istri yang ditalak bain tetap

berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj’i

Blnstruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia,

Jakarta, Departemen Agama R.l Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam,
Tahun 1997/1998, h. 67.

#Muhammad bin lbrahim Ibn al-Munzir al-Naisabury dalam bukunya al-Ijma’

menyebutkan bahwa para ulama sepakat tentang nafkah dan tempat tinggal untuk isteri yang
ditalak raj’i. Lihat Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Munzir al-Naisabury, al-Ijma’ (Ajman :
Maktabah al Furgan,1999), him.48, lihat juga Ali bin Ahmad lbn Hazm, Muratib al-Ijma’
(Maktabah al-Qudsy, 1357 H), him 137.
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karena dia wajib menghabiskan masa ‘iddah di rumah suaminya.**Sedangkan
di rumah ini terkurung, karena suaminya masih ada hak kepadanya.Jadi dia
wajib mendapatkan nafkahnya.Nafkah ini dianggap utang yang resmi sejak
hari jatuhnya talak.Utang ini tidak dapat dihapus, kecuali sudah dibayar lunas
atau dibebaskan.Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak berhak
mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.**Ulama Syafi’iyah dan ulama
Malikiyah menyebutkan bahwa hanya mendapatkan hak tempat tinggal, tetapi
tidak mendapatkan hak nafkah kecuali kalau hamil.®’

Hak istri selama menjalankan masa ‘iddah adalah nafkah yang harus
dipenuhi oleh mantan suami.Adapun nafkah yang harus dipenuhi oleh suami
adalah jika dia ditalak raj’i maka diwajibkan untuknya nafkah dengan
berbagai jenisnya yang berbeda terdiri dari makanan, pakaian dan tempat
tinggal.®®

Tinggalnya perempuan yang tengah menjalani masa ‘iddah di rumah

perkawinan adalah sebuah kewajiban, berdasarkan firman Allah surta At-

Thalaq ayat 1 yang berbunyi :
)05 5800 ) pladly Gental G sl sl AT Y LA @

Sl “A%A Lnalis G of W) G0A5 V5 Gl o O sAAS V2R

z

®Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasany, Al-Badai al-Shana’i, Beirut :Dar al-Kutub al-
limiyah, 2010, Juz 4, h. 16.

8Muwaffiq al-Din Ibnu Qudamah, al-Mughny, Kuwait: Dar’ Alim al-Kutub,1997. Juz 11,
h. 300.

8 Ahmad bin Muhammad al-Dardiri, al-Syarh al-Shaghir, Juz 2, h.740.

®Wahbah Az-Zuhailli, Figh Islam Wa adillatuhu, Penerbit, Gema Insani, Darul Fikir,
Jakarta, 2011, Jilid 9, h. 562.
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(1) 14
Artinya :

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddahnya (yang
wajar), dan hitunglah waktu ‘ddah itu, serta bertagwalah kepada Allah
Tuhanmu.Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah
(diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas.
Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah
, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak
mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang
baru.®®

Disebutkan bahwa al-Kalabi berkata sebab turunnya ayat ini ialah,

bahwa Rasulullah SAW marah kepada Hafsah karena Nabi merahasiakan
suatu perkara kepadanya tetapi kemudian ia bocorkan kepada Aisyah lalu ia
ditalak kemudian turun ayat ini.*

As-Suda berkata ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus Abdullah
bin Umar yang mentalak istrinya dalam keadaan haid. Kemudian ia disuruh
oleh Rasulullah SAW merujuknya kemudian menahaannya sampai ia suci dari
haidnya lalu haid lagi kemudian suci lagi. Setelah itu apabila ia hendak
mentalaknya maka talaklah ketika dalam keadaan suci dan belum dicampuri;
itulah masa yang oleh Allah diperintahkan supaya wanita ditalak pada masa
itu.

Maka sebagian ulama telah mengharamkan pada suami menceraikan

istrinya dalam keadaan haid. Suami itu harus mencerainya ketika suci dan suci

®Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 816
% Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurtuhubi, Al-Jamy Liahkaami Al-
Qur’an, Bairut : al-Maktabah Al-Ashriyah, 2016, Jilid 9, h. 292
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juaga dari perbuatan senggama. Sebab jika telah terjadi senggama lalu timbul
timbul kehamilan maka berarti iddahnya menjadi panjang, sebab harus
menunggu kandungan itu lahir yang menunjukkan berakhirnya iddah
tersebut. ™

Ditinjau dari penjatuhan talak dan kondisi istri yang ditalak, maka talak
dibedakan menjadi dua yaitu talak sunni dan talak Bid’i. Talak sunni ialah
talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya yang dalam keadaan suci
(tidak sedang menstruasi) dan tidak terlebih dahulu digauli (disetubuhi).
Sedangkan talak Bid’i adalah talak yang dijatuhkan seorang suami kepada
istrinya yang sedang dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci tetapi baru
saja digauli.”

Terkait dengan masalah tersebut maka Al-Quran bisa dikaitkan dengan
hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, “Bahwasannya Ibnu Umar
menthalaq istrinya yang sedang haidh, dimasa Rasulullah s.a.w. Maka Umar
bin Khatab bertanya kepada rasulullah tentang hal tersebut, maka rasulullah
menjawab: suruhlah dia ruju kepadanya kemudian hendaklah ditahan hingga
ia suci, kemudian ia suci lagi. Kemudian jika ia berkhendak terus ia
menahannya, dan jika ia berkehendak boleh dia thalag, sebelum ia
menyentuhnya, itulah iddah yang Allah memerintahkan kita menthalaq
wanita®

Di dalam tafsir As-Shabuni jika perempuan ditalak dengan talak bid,i

atau ditalak pada masa haid, maka iddahnya menjadi lebih panjang melebihi

* Ahmad Syarabasi, Himpunan Fatwa , Surabaya al-ikhlas, 1987, h. 333
2 Harun Nasution, Ensklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992, h. 922
* Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurthubi, ibid, h. 292
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tiga kali suci sehingga seolah-olah empat kali suci adapun yang sudah
dicampuri maka akan menimbulkan pandangan buruk terhadap pihak suami
yang mentalaknya. Sedangkan kalau perempuan yang ditalak itu dalam
keadaan suci yang belum dicampuri maka aman dari kedua hal tersebut karena
perempuan itu dapat beriddah sesudah ditalak dalam keadaan aman dari
hamil.**

Para ulama berbeda pendapat tentang jatuh tidaknya talak bid’i, yaitu:

1. Pendapat mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi“i, Imam Maliki, dan Imam
Hambali menyatakan bahwa talak bid“i walaupun talaknya haram, tetapi
hukumnya adalah sah dan talaknya jatuh. Namun sunnah untuk
merujuknya lagi. Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan
Syafi“i. Adapun menurut Imam Maliki hukum merujuknya itu justru
wajib.

2. Segolongan ulama yang lain berpendapat bahwa tidak sah, mereka
menolak talak bidah seperti talak pada umumnya, karena talak bid“ah
bukan talak yang diizinkan oleh Allah Swt., bahkan diperintah oleh Allah
Swt. untuk meninggalkannya.*®

Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, tidak dibolehkan suami
mengeluarkan istri dari tempat tinggalnya selama masa iddah, dan tidak

boleh juga bagi istri keluar rumah kareana ada hak suami disana kecuali

* Imam As-Shabuni, Tafsir As-Shabuni , Surabaya: Bina ilmu, 1987, h. 239
» Teungku Muhammad Hasbi, Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur, Semarang: Pustaka
Rizki, h. 4261
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keadan darurat, jika ia keluar rumah tanpa hajat maka ia berdosa dan tidak

terputus masa iddahnya baik raj’i maupun bain sama.”

M. Thalib dalam masalah hak istri pada masa ‘iddah itu menjelaskan
bahwa perempuan ber’iddah mendapatkan hak kediaman (perumahan), dan ia
haruslah tetap tinggal di rumah suaminya sampai habis masa ‘iddahnya. Dan
suami tidak berhak menyuruh istrinya keluar dari rumah tersebut, sekalipun
telah jatuh talak atau perpisahan ketika tidak di rumah suami, maka istri
tetaplah wajib untuk pulang ke rumah suaminya itu begitu ia mengetahui
bahwa telah jatuh talak tersebut.’’

Kesimpulannya ada beberapa hak yang berkaitan dengan perempuan
yang menjalani masa ‘iddah adalah sebagai berikut:

Pengharaman untuk melakukan pelamaran;
Pengharaman untuk kawin;
Pengharaman untuk keluar dari rumabh;

Tinggal di rumah perkawinan dan nafkah;
Al-Hidaad (belasungkawa).”

Sl

% Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurthubi, ibid, h. 296

%M. Thalib, Liku-liku Perkawinan, cet.| (Yogyakarta: P.D.Hidayat,1986) h.168.

*Wahbah Al-Zuhailliy, Figh Islamiy Wa Adillatuhu, Penerbit, Gema Insani, Darul Fikir,
Jakarta, 2011, Jilid 9, h. 557.
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis ialah penelitian pustaka atau library research.
Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode
pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan
penelitian.**Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian ini merupakan
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, selain
itu dinamakan juga penelitian normatif.®Hukum dikonsepkan sebagai apa
yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum
dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku
manusia.'®*

Penelitian ini berbeda dengan penelitian hukum empiris. Sabian
Utsman dalam bukunya Metode Penelitian Hukum Progresif menjelaskan
perbedaan mendasar antara penelitian hukum normatif dengan penelitian

hukum empiris, sebagai berikut:

%YayasanObor Indonesia, MetodePenelitianKepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2004, h. 3.

1%50erjonoSoekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003, h. 13-14. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian
hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut
penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-
peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian
perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data
yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat
dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan). Lihat h. Suratman dan
Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2013, 51.

' Amiruddindan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Re
Pers, 2010, h. 118.
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Ada perbedaan yang mendasar antara penelitian hukum yang normatif
(hukum sebagai fakta hukum) dan penelitian hukum sebagai fakta
sosial (socio-legal) terutama pada langkah-langkah teknis yang
dilakukan yaitu dalam hal mana langkah-langkah yang dilakukan
penelitian yang normatif menekankan pada langkah-langkah
spekulatif teoritis pada peristiwa hukum sedangkan langkah-langkah
penelitian hukum sebagai fakta sosial (socio-legal) yang menekankan
pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan, dan analitis
yang bersifat empiris atau lebih dikenal dengan socio-legal
research.'%?

Penelitian penulis berfokus pada kajian hukum normatif, yakni
tentang kewajiban memberikan nafkah iddah oleh suami/mantan suami
terhadap isteri/mantan isteri sebagai akibat dari terjadinya talak.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian penulis menggunakan
pendekatan konseptual (conseptualapproach). Peter Mahmud Marzuki
mengatakan bahwa:

Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-

cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam
ilmu hukum. ...Peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.*

Melalui pendekatan konseptual ini akan diurai secara mendalam
bagaimana sebenarnya konsep kewajiban memberikan nafkah iddah oleh
suami/mantan suami terhadap isteri/mantan isteri sebagai akibat dari
terjadinya talak.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan

(comparative approach), pendekatakan ini diperlukan untuk melihat dalam

%sabian  Utsman, Metodologi  Penelitian Hukum  Progresif; Pengembaraan

Permasalahan Penelitian Hukum, Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 2-3.

1%peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, h.
177-178.
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dimensi yang lebih luas bagaimana sebenarnya konsep pengaturan kewajiban
nafkah iddah dalam hukum Islam setelah terjadinya perceraian dalam sudut
pandang perbandingan, yakni dalam pandangan mazhab-mazhab dalam
hukum Islam, serta dalam ketentuan hukum (Islam) positif, sehingga dari sini
diharapkan akan terlihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing
pandangan atau konsep-keonsep tersebut.

Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis
(analytical approach), pendekatan ini diperlukakan sebagai tindak lanjut dari
pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan, yakni terhadap apa
yang telah ditemukan melalui pendekatan konseptual dan pendekatan
perbandingan tentang konsepsi kewajiban nafkah iddah pasca talak, dikritisi
lebih dalam melalui pendekatan analisis untuk melihat apakah konsep
kewajiban nafkah iddah yang selama ini dipahami dan dipraktekkan sudah
sesuai dengan rasa keadilan, telah memberikan nilai mashlahat dan sudah
sesuai dengan tujuan magashid syariah ?

C. Bahan Hukum
1. Bahan hukum primer :
a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;
c) Instruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991,
d) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

2. Bahan hukum sekunder :
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Yaitu buku-buku/kitab, hasil penelitian para ahli, dokumen yang
dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, jurnal atau karya ilmiah yang
berkaitan dengan masalah nafkah iddah;

3. Bahan hukum tersier:

Yakni bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan/atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
antara lain kamus, surat kabar atau majalah.

D. Analisis Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
metode analisis Kkritis. Penelitian ini menganalisis secara kritis nafkah iddah
pasca perceraian dalam talak ba’in. Hal ini memerlukan kajian mendalam
terhadap hal tersebut, disamping itu karena masalah nafkah iddah
merupakan sesuatu berasal dari hukum Islam, maka kajian terhadap kedua
hal ini tidak mungkin pula dilepaskan dari dua mashadir al-hakma utamanya
yakni Al-Qur’an dan Al-Hadits, serta ketentuan hukum non yuridis lainnya
seperti dalam ketentuan-ketentuan dalam teori hukum Islam yaitu teori

mashlahah dan maqgashid syari’ah.
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E. Sistematika Penulisan
Secara sistematis uraian dalam tesis ini disusun dalam enam bab,
masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yang selengkapnya adalah
sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, di dalamnya memuat beberapa sub bab, yaitu :
Pertama Latar Belakang Masalah, kedua Rumusan Masalah, memuat
permasalahan yang hendak dicari jawabannya dalam penelitian ini. Ketiga,
Tujuan Penelitian. Keempat Kegunaan Penelitian.

2. Bab Il Kajian Pustaka terdiri dari Penelitian Terdahulu, berisi tentang
beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tesis ini, bagian ini
juga menjelaskan orisinalitas atau perbedaan tesis ini dengan penelitian-
penelitian terdahulu tersebut. Kedua Kerangka Teori yang meliputi, Teori
Mashlahah, Teori Magashid Syari’ah dan — Teori Keadilan. Ketiga
Rekonstruksi Hukum dan Ketentuan Tentang Nafkah Iddah Dalam Islam,
yang terdiri dari : Pertama Pengertian Rekonstruksi Hukum, Pengertian
Iddah, Kedua Dasar Hukum Iddah, Ketiga Macam-macam lddah, Keempat
Konsep Nafkah Iddah dalam Islam dan Kelima Hak dan Kewajiban Suami
dan Istri dalam Masa Iddah.

3. Bab Il Metode Penelitian, bagian ini memuat Jenis Penelitian, Metode
Pendekatan, Bahan Hukum, Analisis Penelitian dan Sistematika Penulisan.

4. Bab IV Pembahasan dan Analisis, bagian ini memuat jawaban dari tiga
rumusan masalah dalam tesis ini. Yang pertama yaitu Hak Nafkah,

Maskan dan Kiswah untuk istri yang ditalak bain (dalam Pasal 149 huruf b
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Kompilasi Hukum Islam). Yang kedua Nafkah Iddah Untuk Istri Yang
Ditalak Bain Dalam Tinjauan Magashid Syariah. Yang Kketiga
Rekonstruksi Hukum terhadap Pasal Huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Bab V Penutup, yang terdiri dari dua bagian, yaitu : Pertama, berisi
kesimpulan dari bahasan dalam penelitian ini yang juga merupakan
jawaban terhadap rumusan masalah. Kedua berisi saran dan rekomendasi

yang relevan dengan penelitian ini.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Tidak Ada Hak Nafkah, Maskan, Kiswah Bagi Istri yang Ditalak Bain.

1. Hak Isteri pada Masa Iddah dalam Kompilasi Hukum Islam

Sebelum masuk kepada pembahasan pokok mengenai hak nafkah,
maskan dan kiswah untuk istri yang dilatak bain, untuk memberikan
pemahaman yang utuh tentang tersebut, perlu kiranya diuraikan terlebih dahulu
tentang siapa saja atau istri yang bagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam
yang berhak mendapatkan nafkah, maskan dan ksiwah selama masa iddah ?
dan siapa pula atau istri yang bagaimana yang tidak berhak mendapatkan
nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah ?

Dalam Pasal 41 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, berkenaan dengan nafkah pasca perceraian ditentukan bahwa
“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan dan atau suatu kewajiban bagi bekas istri”.

Ketentuan di atas bersifat umum, tidak secara spesifik menunjuk kepada
nafkah iddah, ketentuan lebih lanjut mengenai siapakah yang berhak
mendapatkan nafkah iddah, atau dalam kondisi bagaimanakah seorang
istri/mantan istri berhak mendapatkan nafkkah iddah ?

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa
“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi
nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali
bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak

hamil.”
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Ketentuan KHI tersebut, tidak menyebutkan istri/mantan istri yang
bagaimana yang berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal (maskan) dan
pakaian (kiswah) dari suami/mantan suaminya, selama dalam masa iddah, yang
disebutkan dalam pasal tersebut hanyalah pengecualiannya, yakni istri/mantan
istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa
iddah, tetapi juga dari pasal tersebut kita bisa memahami paling tidak ada dua
pembagian yang berhak dapat nafkah, dan tidak berhak dapat nafkah iddah,
perinciannya sebagai berikut :

a. Istri yang Tidak Mendapatkan Nafkah iddah dalam Kompilasi
Hukum Islam.
1). Istri yang diceraikan dengan talak bain dan istri tersebut dalam keadaan
tidak hamil.
Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, talak bain bisa terjadi
dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :
a). Talak bain dalam bentuk perceraian diajukan oleh pihak istri melalui
gugat cerai dengan alasan perceraian pelanggaran taklik talak.
Menurut ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak™.
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Dalam poses persidangan di Pengadilan Agama, perceraian dapat
terjadi melalui dua bentuk/proses, yaitu melalui 1) cerai gugat'®*, dan 2)
cerai talak'®.

Perceraian melalui proses cerai gugat, sesuai dengan ketentuan
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 cerai gugat adalah
perceraian yang diajukan oleh pihak istri, jadi dalam cerai gugat ini pihak
istri yang berkeinginan bercerai dari suaminya mengajukan gugatan
perceraian ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.

Dalam perkara cerai gugat ini, apabila alasan perceraian yang
diajukan oleh istri didasarkan atas alasan suami melanggar taklik talak
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam,
jika setelah melalui proses persidangan gugatan perceraian dengan alasan
pelanggaran taklik talak ini dikabulkan oleh majelis hakim, maka
bentuk/jenis perceraian yang dijatuhkan oleh Majelis hakim adalah talak
khul’i, yakni menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat (suami) atas
Penggugat (istri) dengan iwadh Rp 10.000,-

Meskipun talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama tersebut
berupa talak khul’i, namun statusnya juga merupakan talak bain, karena
terhadap perceraian tersebut pihak suami/mantan suami tidak punya hak
untuk rujuk terhadap istri/mantan istrinya tersebut, jika mantan suami
istri tersebut ingin kumpul kembali sebagai suami istri harus melalui

pernikahan baru.

“Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Di LingkunganPeradilan Agama, Mahkamah

Agung RI, Jakarta, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015, h. 252.
Ibid, h. 254.
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b). Talak bain dalam bentuk perceraian diajukan oleh pihak istri melalui
gugat cerai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Perceraian yang diajukan dengan alasan sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-

alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal
lain diluar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat
yang membahayakan pihak yang lain.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

rumah tangga.
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Sama halnya dengan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran
taklik, gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal
19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sesuai dengan ketentuan
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan perceraian ini
juga diajukan oleh pihak istri, jadi pihak istri yang berkeinginan bercerai
dari suaminya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama
yang mewilayahi tempat tinggal istri.

Dalam perkara cerai gugat ini, apabila alasan perceraian yang
diajukan oleh istri dengan alasan perceraian sebagimana diatur dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Apabila setelah
melalui proses persidangan gugatan perceraian ini dikabulkan oleh
majelis hakim, maka bentuk/jenis perceraian yang dijatuhkan oleh
Majelis hakim adalah talak bain, yakni dalam formulasi amar putusan
“Menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (suami) terhadap
Penggugat (istri).

Dari segi formatnya sudah terlihat perceraian dalam bentuk di atas
merupakan talak bain. Dalam kedudukannya sebagai talak bain, maka
sebagai akibatnya terhadap perceraian tersebut pihak suami/mantan
suami tidak punya hak lagi untuk rujuk terhadap istri/mantan istrinya
tersebut, jika setelah perceraian tersebut mantan pasangan suami istri
tersebut ingin kumpul kembali sebagai suami istri, maka keduanya harus

melakukan pernikahan baru.
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c). Talak bain dalam bentuk perceraian diajukan oleh pihak suami melalui
permohonan cerai talak (untuk yang ketiga kalinya/talak yang ketiga).

Kalau dalam perkara gugat cerai gugatan perceraian dilakukan oleh
pihak istri, dalam perkara cerai talak permohonan perceraian diajukan
oleh pihak suami.

Menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama “Seorang suami yang beragama
Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada
Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar
talak.

Dalam mekanisme perceraian untuk umat Islam yang diatur dalam
hukum positif, suami yang akan menceraikan atau mentalak istrinya
harus melalui mekanisme pengajuan permohonan cerai talak ke
Pengadilan Agama, apabila setelah melalui proses persidangan
permohonan cerai talak itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka
Pengadilan Agama akan menjatuhkan putusan memberikan izin kepada
suami untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya, kemudian setelah
di persidangan ikrar talak suami mengikrarkan talaknya, maka jatuhlah
talak suami tersebut terhadap istrinya. Talak yang untuk pertama Kkali
diikrarkan oleh suami ini disebut sebagai talak pertama atau talak satu,
dan kedudukan talak tersebut adalah talak raj’i, dalam kedudukannya

sebagai talak raj’i maka suami masih berhak kumpul kembali dengan
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istrinya itu cukup dengan menyatakan rujuk terhadap istri tersebut (tanpa
harus melakukan pernikahan baru).

Jika terhadap talak yang pertama tersebut terjadi rujuk, kemudian
setelah rujuk terjadi lagi perceraian melalui permohonan cerai talak yang
baru, maka talak yang berikutnya tersebut merupakan talak yang kedua
atau talak dua, atau dalam istilah Pengadilan Agama “talak satu yang
kedua”, kedudukan talak yang kedua inipun masih merupakan talak talak
raj’i, dan dalam kedudukannya sebagai talak raj’i maka suami masih
berhak rujuk dengan istrinya tersebut.

Apabila ternyata perceraian antara suami istri berlanjut kepada
talak yang ketiga, maka meskipun proses talak tersebut ditempuh melalui
permohonan talak oleh pihak suami, akan tetapi karena merupakan talak
yang tiga, maka talak tersebut menjadi talak bain (talak bain kubra), dan
dengan kedudukan talak tersebut sebagai talak bain, suami/mantan
suami tidak mempunyai hak lagi untuk rujuk terhadap istri/mantan
istrinya.

Terhadap ketiga bentuk perceraian di atas, berdasarkan ketentuan
Pasal 149 huruf b, maka pihak istri/mantan istri tidak berhak
mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah dari suami/mantan suaminya,
terkecuali istri/mantan istri tersebut dalam keadaan hamil.

2). Istri yang diceraikan/ditalak oleh suaminya dengan talak raj’i, tetapi istri

tersebut dalam keadaan nusyuz.
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Dalam mekanisme perceraian di Pengadilan Agama perceraian seperti
ini terjadi  melalui proses berikut : suami yang akan menceraikan atau
mentalak istrinya harus melalui mekanisme pengajuan permohonan cerai
talak ke Pengadilan Agama, apabila setelah melalui proses persidangan
permohonan cerai talak itu dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka
Pengadilan Agama akan menjatuhkan putusan memberikan izin kepada
suami untuk mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya, kemudian setelah di
persidangan ikrar talak suami mengikrakan talaknya, maka jatuhlah talak
suami tersebut terhadap istrinya. Talak yang untuk pertama kali diikrarkan
oleh suami ini disebut sebagai talak pertama atau talak satu, dan kedudukan
talak tersebut adalah talak raj’i, dalam kedudukannya sebagai talak raj’i
maka suami masih berhak kumpul kembali dengan istrinya itu cukup
dengan menyatakan rujuk terhadap istri tersebut (tanpa harus melakukan
pernikahan baru).

Jika terhadap talak yang pertama tersebut terjadi rujuk, kemudian
setelah rujuk terjadi lagi perceraian melalui permohonan cerai talak yang
baru, maka talak yang berikutnya tersebut merupakan talak yang kedua atau
talak dua, atau dalam istilah Pengadilan Agama “talak satu yang kedua”,
kedudukan talak yang kedua inipun masih merupakan talak talak raj’i, dan
dalam kedudukannya sebagai talak raj’i maka suami masih berhak rujuk
dengan istrinya tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b pada dasarnya dalam cerai

talak ini istri berhak mendapatkan nafkah iddah, terkecuali istri tersebut
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dalam keadaan nusyuz. Jadi kondisi nusyuz pihak istri inilah yang menjadi
penyebab sehingga istri tersebut kehilangan haknya untuk mendapatkan
nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, meskipun dalam iddah
talak raj’i.

Mafhum muhkalafah dari pengecualian di atas, maka istri/mantan istri
yang berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah dari suami/mantan
suaminya selama dalam masa iddah adalah sebagai berikut :

b. Istri yang mendapatkan Nafkah Iddah dalam Kompilasi Hukum

Islam.

1). Istri yang ditalak/diceraikan oleh suaminya dengan talak raj’i dan istri
tersebut dalam keadaan tidak nusyuz.

Kalau ditelusuri dalam fikih Islam ketentuan di atas sejalan dengan
pendapat jumhur ulama, ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang
ditalak dengan talak raj’i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat
tinggal dari suami/mantan suaminya.*®

Dalam kontek hukum Islam Indonesia, berdasarkan mekanisme di
Pengadilan Agama, pendapat jumhur tersebut teraplikasi dalam bentuk
perkara cerai talak, di mana permohonan perceraian diajukan oleh pihak
suami, kemudian setelah melalui proses di persidangan Pengadilan Agama
permohonan perceraian tersebut dikabulkan dengan memberikan izin

kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan

®Muhammad bin Ibrahim Ibn al-Munzir al-Naisabury, al-lima’, (Ajman : Maktabah al-

Furgan) 1999, h. 48. Lihat juga Ali bin Ahmad Ibn Hazm, Martib al-lima’, (Maktabh al-Qudsy) 1357
H, h. 137.
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Agama, setelah  pihak suami mengucapkan ikrar talaknya dalam
persidangan ikrar talak di Pengadilan Agama, maka terjadilah perceraian
antara suami istri dengan talak raj’i, talak raj’i ini terjadi untuk cerai talak
yang pertama dan cerai talak yang kedua.

Pada kondisi seperti ini maka pihak istri/mantan isteri berhak
mendapatkan nafkah iddah, maskan dan kiswah dari suami/mantan
suaminya, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi
Hukum Islam, dengan ketentuan hak nafkah, maskan dan kiswah tersebut
menjadi hak istri/mantan istri sepanjang perceraian tersebut tidak
disebabkan oleh nusyuznya pihak istri.

Tentang gugurnya hak nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah
bagi istri yang nusyuz meskipun perceraian diajukan oleh pihak suami
melalui mekanisme permohonan cerai talak, dalam fikih Islam ditentukan
bahwa hak untuk mendapatkan nafkah menjadi gugur dengan sebab

nusyuznya perempuan (istri).*’

2). lIstri yang ditalak bain namun istri tersebut dalam keadaan hamil. Dalam

mekanisme perceraian di Pengadilan Agama perceraian dengan talak bain

bisa terjadi dalam bentuk sebagai berikut :

a). Perceraian diajukan oleh pihak istri melalui gugatan perceraian, yang
kemudian oleh Pengadilan Agama gugatan perceraian tersebut

dikabulkan dengan talak bain. Dalam talak bain ini pihak suami/mantan

\Wahbah al-zuhaily, Figh Al-Islam wa Adillatuh, (Damasqus : Dar al-Fikr), Jilid X, h. 96
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b).

suami tidak mempunyai hak rujuk terhadap istri/mantan istrinya. Jika
mantan suami istri tersebut ingin kumpul kembali sebagai suami istri
harus melalui pernikahan baru.

Perceraian diajukan oleh pihak istri melalui gugatan perceraian, yang
kemudian oleh Pengadilan Agama gugatan perceraian tersebut
dikabulkan dengan talak khul’i, meskipun talak yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama berupa talak khul’i, namun statusnya juga
merupakan talak bain, karena terhadap perceraian tersebut pihak
suami/mantan suami tidak mempunyai hak untuk rujuk. Jika mantan
suami istri tersebut ingin kumpul kembali sebagai suami istri harus

melalui pernikahan baru.

. Perceraian diajukan oleh pihak suami melalui permohonan cerai talak,

yang perceraian tersebut merupakan cerai talak untuk ketiga kalinya
(sebelumnya pihak suami telah mentalak isterinya melalui talak yang
pertama dan talak yang kedua), talak yang pertama dan talak yang kedua
yang dijatukan oleh sumai merupakan talak raj’i, dalam artian suami
masih berhak untuk rujuk terhadap istrinya tersebut selama masih dalam
masa iddah. Sedangkan talak yang ketiga merupakan talak bain, di mana
suami sudah tidak mempunyai hak rujuk lagi terhadap istri/mantan
istrinya tersebut.

Dalam perceraian seperti ini, kalau pihak istri dalam keadaan hamil,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum

Islam, istri tersebut berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah
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dari suaminya selama dalam masa iddah. Jadi berdasarkan ketentuan
Pasal 149 huruf b tersebut dalam perceraian talak bain yang menentukan
apakah istri berhak atau tidak mendapatkan nafkah iddah adalah kondisi
istri tersebut pada saat terjadinya perceraian apakah dia hamil atau tidak,
kalau istri tidak dalam keadaan hamil maka dia tidak berhak mendapat
nafkah iddah, tetapi jika ia dalam keadaan hamil maka istri tersebut

berhak mendapatkan nafkah iddah.

2. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hikum Islam tidak Memberikan Hak
Nafkah, Maskan dan Kiswah untuk Istri yang Ditalak Bain.

Telah diuraian di atas, berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum
Islam secara garis besar sebagai akibat dari perceraian, ada kelompok
istri/mantan istri yang berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah dari
suami/mantan suaminya selama masa iddah, ada pula istri atau mantan istri
yang tidak berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah.

Terhadap kelompok pertama, yakni istri/mantan istri yang berhak
mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, secara hukum
telah mendapatkan haknya, hukum telah memberikan perlindungan secara
memadai terhadap kelompok ini. Secara umum dari aspek maqashid syari’ah,
tujuan hukum memberikan nafkah iddah telah tercapai, yakni untuk

memberikan kemudahan terhadap istri/mantan istri yang ditalak dalam

67



melangsungkan kehidupan pasca terjadinya talak, sehingga maqashid syari’ah
(tujuan hukum) sebagai hijb al-nafs (memelihara jiwa) telah terpenuhi.

Dari asfek mashlahat, tidak diragukan lagi adanya hak nafkah, maskan
dan kiswah dalam masa iddah tersebut akan mendatangkan kemaslahatan,
kebaikan dan kemudahan bagi pihak istri. Karenanya terhadap ketentuan Pasal
149 huruf b mengenai pihak istri/mantan istri yang berhak mendapatkan
nafkah, maskan dan kiswah, tidak dibahas lebih lanjut dalam tesis ini, karena
relative tidak ada polemik.

Polemik justru muncul dalam kelompok kedua, yakni kelompok mantan
istri yang tidak berhak mendapatkan maskan dan kiswah selama masa iddah,
pertanyaan mendasar muncul mengapa dalam ketentuan Pasal 149 huruf b
Kompilasi Hukum Islam, istri/mantan istri yang berada dalam masa iddah talak
bain tidak berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah dari suami/mantan
suaminya ?

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak nafkah iddah bagi istri
yang ditalak bain ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai talak
bain tersebut.

Dalam hukum Islam, pada masalah perceraian/talak, secara garis besar
dikenal dua jenis talak, yaitu :

1. Talak raj’i adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari
pihak istri dalam masa iddah. Talak yang diperbolehkan bagi laki-laki
untuk kembali pada istrinya, sebelum habis masa iddahnya dengan tanpa

mahar baru dan akad baru. Suami istri saling mewarisi jika salah satunya
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meninggal dunia dalam masa iddah talak raj’i, tidak boleh bagi suami
menikah dengan saudara perempuan yang diceraikannya sebelum habis
masa iddah-nya.'*®
An-Nawawi menuturkan, raji’ah dikhususkan bagi istri yang telah
berhubungan intim yang ditalak tanpa kompensasi, yang bilangan talaknya
belum habis dan masih ada masa iddah. Rujuk merupakan sarana untuk
menghalalkan kembali (yakni, memberikan kehalalan bagi suami yang
me-rujuk. Orang kafir tidak sah kembali kepada istrinya yang masuk
Islam. Orang Islam juga tidak sah merujuk istri yang murtad. Sebab tujuan
rujuk adalah menghalalkan, sedangkan kemurtadan menafikan kehalalan
itu. Demikian halnya jika suaminya murtad atau kedua-duanya murtad.'%
2. Talak ba’in adalah talak yang memutuskan, yaitu suami tidak memiliki
hak untuk kembali pada perempuan yang dicerainya dalam masa iddah-
nya. Talak ba’in ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu talak ba 'in sughra dan
talak ba’in kubra.™*
a Talak ba’in sughra ialah talak yang memutuskan ikatan perkawinan
antara suami dan istri secara langsung setelah talak diucapkan. Karena
dapat memutuskan ikatan perkawinan, maka istri yang di talak menjadi

orang lain bagi suaminya (status suami istri sudah hilang). Oleh karena

itu, ia tidak diperbolehkan menyetubuhinya dan tidak dapat saling

198 Ali Yusuf Al-Subki, Nidhom al-Ushroti fiil Islam. Terj. Figh Keluarga, Jakarta: Amzah,
2010, h. 336.

%Wahbah az-Zuhaili, al-Fighu asy-Syafi’i al-Mussayyar. Terj. Figih Imam Syafi“i 2,
Jakarta: Almahira, 2012, h. 629.

HOAli Yusuf Al-Subki, Nidhom al-Ushroti fiil Islam, h. 337.
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mewarisi, jika salah satu dari keduanya meninggal dunia baik sebelum
atau setelah masa iddah berakhir. Dengan talak ba 'in, istri yang ditalak
berhak menerima sisa pembayaran atas mahar yang belum
diterimanya.'"!

b Talak ba’in kubra adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak
kembali kepada istri, walaupun kedua bekas suami-istri itu ingin
melakukannya, baik di waktu iddah atau pun sesudahnya. Kecuali jika
setelah menikah dengan laki-laki lainnya dengan pernikahan yang
benar untuk melaksanakan tujuan pernikahan, jika ia telah sepakat
untuk menceraikannya maka laki-laki yang kedua memilih talak yang
benar, baginya boleh kembali pada suaminya yang pertama dengan
akad dan mahar yang baru.**?

Untuk menemukan jawaban mengapa berdasarkan ketentuan Pasal 149
huruf b Kompilasi Hukum Islam, istri yang berada dalam masa iddah talak
bain tidak berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah dari suaminya ?
Akan diuraikan satu-persatu dalam bentuk-bentuk talak bain sebagai berikut :
1. Talak bain dalam bentuk perceraian diajukan oleh pihak istri melalui gugat

cerai dengan alasan perceraian pelanggaran taklik talak.

Apabila alasan perceraian yang diajukan oleh istri didasarkan atas
alasan suami melanggar taklik talak, sebagaimana yang ditentukan dalam
Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Jika ternyata setelah melalui

proses persidangan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik

Mgayyid Sabig, Figh Al-Sunnah, (Kairo : al-Fath li al-*Alam al-‘ Arabiy) Jilid II, h. 53.
1215 Yusuf Al-Subki, Nidhom al-Ushroti fiil Islam, h. 337.
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talak ini dikabulkan oleh majelis hakim, maka bentuk/jenis perceraian yang
dijatuhkan oleh Majelis hakim adalah talak khul’i, yakni menjatuhkan talak
satu khul’i Tergugat (suami) atas Penggugat (istri) dengan iwadh Rp
10.000,-.

Pada talak khul’i ini meskipun istilah yang digunakan adalah khulu’
atau talak dengan tebusan, lantaran pihak istri menebus talaknya dengan
membayar uang iwadh, sebagai akibat dari talak khul’i yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama, maka pihak suami/mantan suami menjadi
kehilangan haknya untuk rujuk terhadap isteri/mantan istrinya tersebut,
sehingga talak khul’i ini juga masuk dalam kategori talak bain, yakni talak
bain shugra.

Kalau melihat pada aspek bentuk perceraian/talak khul’i yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagai talak bain, sehingga pihak
suami/mantan suami tidak mempunyai hak lagi hak untuk dapat rujuk
dengan istri/mantan istrinya, dan kepentingan suami/mantan Suaminya
terhadap istri/mantan istrinya—dilihat dari aspek kemungkinan untuk rujuk
lagi—sudah tidak ada lagi, maka adalah benar jika pihak suami tidak
dibebani lagi tanggungjawab memberikan nafkah iddah, dan istri tidak
berhak lagi terhadap nafkah iddah tersebut.

. Talak bain dalam bentuk perceraian diajukan oleh pihak istri dengan alasan
perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975.
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Perceraian yang diajukan dengan alasan sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan

bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi,

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut

tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain
diluar kemampuannya.
Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang

lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat

yang membahayakan pihak yang lain.

. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga.

Apabila setelah melalui proses persidangan gugatan perceraian ini

dikabulkan oleh majelis hakim, maka bentuk/jenis perceraian yang

dijatunkan oleh majelis hakim adalah talak bain, yakni dalam formulasi

amar putusan “Menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (suami)

terhadap Penggugat (istri).
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Dari segi formatnya sudah terlihat perceraian yang dijatuhkan oleh
majelis hakim tersebut merupakan talak bain, dalam kedudukannya sebagai
talak bain, maka sebagai akibatnya terhadap perceraian tersebut pihak
suami/mantan suami tidak mempunyai hak lagi untuk rujuk terhadap
istri/mantan istrinya tersebut, jika mantan suami istri tersebut ingin kumpul
kembali sebagai suami istri harus melalui pernikahan baru.

Sama halnya dengan talak khul’i, jika terfokus pada aspek talak
bainnya saja, yang akibatnya pihak suami/mantan suami tidak mempunyai
hak lagi hak untuk dapat rujuk dengan istri/mantan istrinya, tidak keliru jika
pihak suami/mantan suami tidak dibebani lagi tanggungjawab memberikan
nafkah iddah, dan istri tidak berhak lagi terhadap nafkah iddah tersebut.

. Talak bain dalam bentuk perceraian diajukan oleh pihak suami melalui
permohonan cerai talak (untuk yang ketiga kalinya/talak yang ketiga).
Dalam mekanisme perceraian untuk umat Islam yang diatur dalam
hukum positif, suami yang anak menceraikan atau mentalak istrinya harus
melalui mekanisme pengajuan permohonan cerai talak ke Pengadilan
Agama, apabila setelah melalui persidangan permohonan cerai talak itu
dikabulkan oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama akan
menjatuhkan putusan memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan
ikrar talak terhadap istrinya, kemudian setelah di persidangan ikrar talak
suami mengikrakan talaknya, maka jatuhlah talak suami tersebut terhadap

istrinya.
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Talak yang untuk pertama Kkali diikrarkan oleh suami disebut sebagai
talak pertama atau talak satu. Jika terhadap talak tersebut terjadi rujuk,
kemudian setelah rujuk terjadi lagi perceraian melalui permohonan cerai
talak yang baru, maka talak yang berikutnya tersebut merupakan talak yang
kedua atau talak dua, atau dalam istilah Pengadilan Agama “talak satu yang
kedua”.

Dalam kaitannya dengan nafkah iddah, pada talak yang pertama, istri
berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah
dari suaminya, dan suami berkewajiban dan bertanggungjawab penuh untuk
tetap memberikan nafkah maskan dan kiswah selama dalam masa iddah
tersebut. Karena talak pertama ini merupakan talak raj’i di mana suami
berhak untuk rujuk terhadap istri yang ditalaknya.

Demikian pula pada talak yang kedua, istri masih tetap berhak
mendapatkan maskan dan kiswah selama dalam masa iddah dari suaminya,
dan suami berkewajiban memberikannya, dan pihak suami masih tetap
mempunyai hak rujuk terhadap istrinya tersebut.

Apabila ternyata perceraian antara suami istri berlanjut kepada talak
yang ketiga, maka meskipun proses talak tersebut ditempuh melalui
permohonan talak oleh pihak suami, akan tetapi karena merupakan talak
yang ketiga, maka talak tersebut menjadi talak bain (talak bain kubra), di
mana dengan talak yang ketiga tersebut suami tidak berhak lagi untuk rujuk

terhadap istri/mantan istrinya.
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Karena talak yang ketiga ini merupakan talak bain dan suami tidak
mempunyai hak lagi untuk rujuk terhadap istri/mantan istrinya, maka
berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pihak istri/mantan
istri tidak berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah  dari
suami/mantan suaminya selama istri menjalani masa iddah, dan
suami/mantan suami tidak berkewajiban memberikannya.

Tidak berbeda dengan kedua bentuk talak bain sebelumnya, kalau
hanya melihat status talak yang ketiga tersebut sebagai talak bain, dan dalam
talak bain suami tidak berhak lagi untuk rujuk dengan istri/mantan istrinya,
maka tidak ada persoalan dengan pasal 149 huruf b tersebut.

Dari uraian di atas dapat ditemukan jawaban, mengapa dalam Pasal 149
huruf b Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan nafkah, maskan dan kiswah
kepada istri yang ditalak dengan talak bain ? atau dengan pertanyaan lain,
mengapa nafkah, maskan dan kiswah istri yang berada dalam masa iddah talak
bain, tidak lagi menjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak suami/mantan
suami ?

Jawabannya adalah, pada aspek materi, rumusan dalam Pasal 149 huruf b
Kompilasi Hukum Islam, dalam menentukan tidak memberikan hak nafkah
iddah kepada istri/mantan istri yang ditalak bain, hanya terfokus pada
kepentingan pihak suami/mantan suami saja, karena pada talak bain suami
tidak mempunyai hak lagi untuk rujuk terhadap istri/mantan istrinya, maka
kewajiban dan tanggung jawab suami/mantan suami terhadap istri/mantan

istrinya pun menjadi gugur, termasuk di dalamnya suami/mantan suami tidak
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lagi dibebani kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah,
maskan dan kiswah dalam masa iddah talak bain tersebut.

Pada aspek fikih, ketentuan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum
Islam tersebut berpedoman atau setidaknya cenderung mengikuti pendapat
Mazhab Syafi’i dan Mazhab Maliki yang berpendapat bahwa jika istri tidak
dalam keadaan hamil maka hanya diwajibakan untuknya tempat tinggal saja
(istri tersebut hanya berhak mendapatkan tempat tinggal saja).**® Jika istri
berada dalam kondisi hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah dengan
berbagai jenisnya... Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Thalaq

ayat 6 sebagai berikut:
SV G50l e Taad) BASUA V5 505 b @R Cam (e (A4S

4 8- Z 0 - - P o & Z.
2. 35 @A AT o Lo 0f S @ Ax)lo. o . & g ol %055 o .
cee RyF T GAPD 08T (ADT OB, Gelas (a2 Lo 15880 oo
z

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak)
itu sedanglﬂamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin...

Para ulama berbeda pendapat mengenai istri yang tertalak tiga mengenai kewajiban

maskan dan nafkah selama masa iddah :

1. Mazhab Syafi’i dan Malik bagi istri yang tertalak tiga atasnya tempat tinggal
tetapi tidak baginya mendapatkan nafkah .
2. Mazhab Abu Hanifah bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat

tinggal.

"B\Wahbah al-Zuhaily, Figh Al-Islam wa Adillatuh, h. 63

" ihat : Sayyid Sabig, , Jilid Il, h. 216.
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3. Mazhab Ahmad bin Hanbal dan Ishag dan abu Shaur istri tidak berhak dapat
nafkah dan juga tempat tinggal.

Tetapi para ulama sepakat istri yang ditalak tiga dalam keadaan hamil baginya
nafkah dan tempat tinggal. Adapun istri yang ditinggal mati suaminya yang dalam
keadaan hamil : Mazhab pertama istri tidak mendapatkan bagian kecuali bagian
warisannya ini sesuai dengan pendapat Syafi’i Malik dan Abu Hanifah, Ibnu Abbas,
Ibnu Zubair, dan Jabir ibnu Abdillah. Mazhab kedua istri yang ditinggalkan suaminya
mendapatkan nafkah dari harta peninggalan suaminya untuk nafkah kehamilannya,
baru kemudian dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan bagiannya
masing-masing dan ini pendapat Ali bin Abi Thalib Ibnu Umar dan Ibnu Mas’ud

115

dikalangan sahabat dan pendapat Hamad Ibnu Abi Laila, An-Nakha’i, As-Sya’bi

Dilihat dari zahir ayat kewajiban suami/mantan suami memberikan
nafkah iddah bagi istri/mantan istri yang ditalak bain hanya berlaku jika istri
tersebut dalam keadaan hamil, jika istri/mantan istri yang ditalak bain tersebut
tidak dalam keadaan hamil, maka suami tidak berkewajiban memberikan
nafkah iddah dan istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya.
Namun menurut Mazhab Syafi’i dan Mazhaab Maliki, istri/mantan istri yang
berada dalam iddah talak bain (yang tidak dalam keadaan hamil) masih tetap
berhak mendapatkan maskan/tempat tinggal dari suami/mantan suaminya, hal
ini didasarkan pada zahir ayat yang memerintahkan suami untuk
menempatkan/menyediakan tempat tinggal bagi istri yang ditalak bain

tersebut.*®

1> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurtubi, Al-Jami Liahkaami Al-

Qur’an, Bairut :Al-Maktabah Al-Asriyah, 2016, jilid 9, h. 304

Yipid.,
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Namun, dalam aspek fikih nampaknya akan lebih relevan jika dalam
persoalan nafkah iddah ini mengikuti pendapat fikih Hanafiah, yang
berpendapat bahwa istri yang ditalak bain tetap berhak mendapatkan tempat
tinggal seperti istri yang ditalak raj’i berdasarkan zahir ayat surah al-Thalaq
ayat 6. Kalangan Hanafiyah berpendapat dalam ayat tersebut terdapat perintah
tentang wajibnya memberikan tempat tinggal pada kalimat Askinu hunna
(berikanlah mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak tersebut wajib
menghabiskan masa iddah di tempat suaminya, istri yang ditalak bain tersebut
akan terkurung di tempat suaminya disebabkan suami masih ada hak
kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim,
sehingga wajar perempuan tersebut wajib mendapatkan nafkahnya. Adapun
nafkah pada ayat tersebut dikaitkan dengan kehamilan, dikarenakan iddah
hamil adalah iddah yang terlama sehingga perlu ditegaskan, sedangkan untuk
masa iddah yang lebih pendek dari iddah hamil telah tercakup di dalamnya.
Nafkah tersebut dianggap utang yang resmi sejak jatuhnya talak, utang ini tidak
dapat dihapus, kecuali telah dibayar lunas atau pihak istri merelakannya.™’
Pendapat ini juga merupakan pendapat Umar bin Khattab, Ibnu Mas’ud,
sahabat dan tabi’in serta pendapat al-Tsauriy.'*®

Syekh Mahmud Syalthut dan Syekh Muhammad Ali al-Shabuniy, setelah
melakukan analisis perbandingan yang mendalam terhadap pendapat-pendapat

dalam mazhab-mazhab fikih terkait masalah nafkah iddah untuk istri yang

"sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Kairo : al-Fath li A’lam al-‘Arabiy), Jilid 1l, h. 216.
"8WVahbah al-zuhaily, Figh Al-Islam wa Adillatuh, (Damasqus : Dar al-Fikr), Jilid Il, h. 674.
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ditalak bain''®, kedua guru besar tersebut berpendapat bahwa pendapat yang
mengatakan istri yang berada dalam masa iddah talak bain tetap berhak
mendapatkan nafkah iddah dari suaminya, adalah pendapat yang lebih kuat.*?
Sedangan terhadap hadits tentang Fathimah bin Qais yang dijadikan dasar
untuk tidak memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalak bain,

sebagaimana hadits berikut :
Jgwy J) Sslnd s b o Lde Slbe il JUB oo d o b 0
2 LA ade ) e JUB W) M3 O ST s g ade Y L

"“Dalam masalah nafkah iddah untuk istri yang ditalak bain, ada empat pendapat, yaitu :

1) Menurut ulama Hanafiyah, wanita yang ditalak bain berhak mendapatkan nafkah iddah dan
tempat tinggal dari suami/suaminya. 1) Menurut Imam Ahmad bin Hanbal wanita yang ditalak
bain tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak berhak pula mendapat tempat tinggal dari
suami/mantan suaminya. 3) Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i wanita yang di
talak bain hanya berhak mendapatkan tempat tinggal, namun tidak berhak mendapat nafkah
iddah. 4) Menurut pendapat yang lain, wanita yang ditalak bain hanya berhak mendapatkan
nafkah iddah, namun tidak berhak mendapatkan tempat tinggal.

Lihat Syekh Mahmud Syalthut dan Syekh Ali al-Shabuniy, Mugaranah al-Madzahib fil al-
Figh(kairo : al-azhar) h. 240-250.

Hadits lengkapnya adalah sebagai berikut :

B plill I gy Bl il ade oy g8 U O b o b oo
B o Al Jgusy J) Dslond 5 B o ks Mo ity JUBD acdasnd juaiy akS) L)
o Sl ol G B s OF el 488 ade Gl d JUB A U3 S STB W g ade
o o8l Jomy W agSe ol o A ds s gl gl alidy B0 W JB
Uis Oldw of o dpglae OF & &S5 Cll Wb CJB 3B cll 131 suie bl
ow@quﬁiuiij&\w&\Jy,‘jus@wemwﬁz
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Malik bin Anas Abu Abdillah al-Ashbahiy, Muwaththa al-Imam Malik (riwayat Yahya al-Laitsiy)
(Mesir : Darl al-Turats al-‘Arabiy), Jilid I, h 586 (hadits nomor 1210)
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Menurut kedua Syekh tersebut hadits di atas adalah hadits shahih, namun
hadits tersebut bersifat khusus, keputusan Nabi saw tidak memberikan nafkah
iddah terhadap fathimah bin Qias yang ditalak bain oleh suaminya, hanya
berlaku pada kasus Fathimah bin Qiais saja, hal ini lantaran suaminya berada
di tempat yang jauh dan dalam kondisi yang tidak mampu.*??

Kalau dilihat secara lebih detil ketentuan pasal 149 huruf b tersebut tidak
sama persis dengan pendapat fikih syafii’iyah dan fikih malikiyah. Dalam fikih
syafi’iyah dan fikih malikiyah istri yang berada dalam iddah talak bain tidak
berhak mendapatkan nafkah namun masih berhak untuk mendapatkan maskan
atau tempat tinggal, jadi tanggungjawab tempat tinggal untuk istri tersebut
masih menjadi  kewajiban pihak suami/mantan suami. Sedangkan dalam
rumusan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, istri yang berada dalam
iddah talak bain sama sekali tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak berhak
pula atas kiswah dan juga tidak berhak atas tempat tinggal (maskan) dari
suami/mantan suaminya, jadi sebenarnya ketentuan Pasal 149 huruf b tersebut
lebih berat dari pada yang berlaku dalam fikih syafi’iyah dan malikiyah.

. Tidak ada Nafkah lddah untuk Istri yang di-talak Bain dalam Tinjauan
Magashid Syariah

Telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, menurut Pasal 149 huruf
b Kompilasi Hukum Islam, hanya istri yang berada dalam talak raj’i yang

berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya, dengan kata lain kewajiban

2|ihat Syekh Mahmud Syalthut, ibid, h. 249
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suami untuk memberikan nafkah iddah terhadap istrinya hanya berlaku untuk
istri yang berada dalam iddah talak raj’i, sedangkan istri/mantan istri yang
berada dalam iddah talak bain pada dasarnya tidak berhak mendapatkan nafkah
iddah dari suami/mantan suaminya, dan suami/mantan suaminya tidak
diwajibkan untuk menanggung nafkah istri/mantan isteri yang berada dalam
iddah talak bain tersebut.

Dalam kajian hukum Islam, magashid syariah atau tujuan dari hukum
Islam itu meliputi lima hal, yaitu :

6. Magashid hifzh ad-din, yaitu tujuannya adalah menjaga agama. Salah satu
contohnya adalah dianjurkannya kita berjihad ketika jihad itu memang
diperlukan untuk menjaga agama.

7. Magashid hifzh an-nafs, yaitu menjaga diri. Tujuan syar’i (tujuan Allah)
menentukan suatu ketentuan hukum adalah untuk menjaga diri.

8. Magqashid hifzh al-agl, menjaga pikiran (akal) agar selalu jernih. Karena itu
disyari’atkanlah ketentuan hukuman (had) bagi orang yang mabuk (baik itu
karena minuman keras ataupun hal lain). Sehingga tujuan dari mengapa
orang yang mabuk itu dihukum adalah agar tidak melakukan hal tersebut,
sehingga otak ini tetap jernih.

9. Magashid hifzh an-nasab, yaitu menjaga keturunan. Menjaga keturunan
yang dimaksud diantaranya menjaga nasab dalam bentuk perintah dan
menjaga nasab dalam bentuk larangan, menjaga nasab dalam bentuk
perintah salah satunya adalah menikah. Dalam bentuk larangan yaitu
ketentuan dilarangnya melakukan perzinahan dan dianjurkannya
menghukum orang-orang yang berzina.

10. Magashid hifzh al-mal, menjaga harta. Ada yang berbentuk anjuran yaitu
seperti perintah untuk bekerja mencari nafkah yang halal, hal ini sama
dengan ibadah. Dalam bentuk larangan yaitu larangan bahkan dihukumnya
orang-orang yang mencuri dengan cara dipotong tangannya.*?

Dari lima magashid syariah sebagaimana diuraikan di atas, penulis
berusaha mencoba menggali lima magashid yang secara langsung relevan

untuk meninjau aturan atau ketentuan nafkah iddah untuk istri yang di-talak

ZAhmad Al-Mursi Husain Jauhar, Magashid Syari’ah, (Jakarta :Sinar Grafika Offset),
2010, h. 91.
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bain dalam kaitan dengan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, kelima
magashid syariah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Hifz An-Nasab
Dalam kajian hukum Islam, maqashid syariah dalam bentuk hifz an-
nasab atau hifz nasl, yakni memelihara keturunan, setidaknya berkembang
kepada dua aspek, yakni pada aspek hukum pidana atau Jinayat dan pada
aspek hukum perkawinan, munakahat atau secara umum pada hukum keluarga.

Aspek Hukum Pidana

Pada aspek hukum pidana, diawal perkembangannya konsep hifz an-
nasl terfokus pada hukum pidana kesusilaan, Al-Amiriy menyebutkan hal
tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori ‘“magashid
kebutuhan” dengan istilah “hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan”. Al-
Juwainiy mengembangkan “teori hukum pidana” (mazajir) versi Al-Amiriy
menjadi “teori penjagaan” (‘ismah) yang diekspresikan oleh Al-Juwainiy
dengan istilah “hifz al-furuj” yang berarti menjaga kemaluan. Selanjutnya,
Abu Hamid Al-Gazali membuat istilah hifz al-nasl sebagai magashid hukum
Islam, yang kemudian diikuti oleh Al-Syatibiy. **

Pada aspek hukum pidana, memelihara keturunan berorientasi pada
hukum-hukum yang berkaitan dengan zina, karena zina merupakan pintu

masuk bagi lahirnya keturunan yang secara nasab tidak jelas dan merusak serta

124 Lihat, Syahrul Sidiq, Maqasid Syari“ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Tela’ah

Pemikiran Jasser Auda, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 7, No. |, November 2017, h.
154
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merendahkan kemulian keturunan manusia, di samping itu sejatinya perbuatan
zina itu sendiri merupakan sesuatu keji dan hina.

Tidak seperti beberapa dosa yang lain yang lafaz pelarangannya
langsung kepada objek pelarangan, pelarangan zina menggunakan lafaz “la
tagrabu” (jangan mendekati). Ini mengindikasikan untuk jatuh kepada dosa
zina ada pendahuluan yang dilalui. Maka segala jalan yang bisa menjurus
kepada perzinaan ditutup oleh Allah SWT sebagaimana dalam Surah al-Isra
ayat 32 :

T Ee, % iz 3% daT 2t sl % (5.
Sk sl Ahiaa GRAST S5 ) 608 Y

Artnya :
Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Allah SWT melarang melakukan zina, mendekatinya, bahkan
melakukan segala hal yang menjadi penyebab dan faktor pendorong terjadinya
zina. Secara lebih detail, ajaran Islam menutup pintu-pintu yang berpotensi
melahirkan dosa zina, di antaranya melalui aturan-aturan berikut :

- Beratnya hukuman bagi penzina.*®

2Dalam Surah An-Nur ayat 2 ditentukan :

1832

A Gt A &) A oo B A Lagy a3 5 sty A e a3 U6 152808 0305 A3
Gia bl ha Al Lugitle dgealy AT a5

Artinya :

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari

keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk
(menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.
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- Perintah menundukkan pandangan, yakni agar tidak memandang wanita-
wanita yang bukan mahramnya secara berlebihan, apa lagi dengan
pandangan syahwat 2

- Mengatur adab komunikasi antara kaki-laki dan perempuan.**’

- Larangan berkhalwat antara laki-laki dengan perempuan yang bukan
mahram.'?®

Larangan yang sedemikian ketat ini tentulah dimaksudkan agar orang
tidak terjerumus kelembah zina yang hina dan nista, karena ketika perbuatan
zina itu dilakukan maka akibat lebih lanjutnya perpotensi melahirkan anak

yang nasabnya tidak jelas, yang pada gilirannya mengancam kepada kesucian

garis keturunan manusia.

128 pj antara pintu yang mengarah kepada zina adalah pandangan haram kepada wanita non
mahram, bahkan di dalam sebuah hadits disebutkan bahwa pandangan haram adalah anak panah
setan. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 3Q : ) ) I

sidiar Ly Sud A &) agd 831 Q3 258 1 oA 5 A Jliall (ha 1 giiah (e 3l U8

Artinya :

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, Hendaklah mereka menahan
pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka,
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

7 Islam juga mengatur bagaimana cara komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Di
antaranya adalah larangan kepada perempuan untuk meliuk-liukkan suara kepada Iaki-laki:
Gy ah b ol gakib 1, Giiadi 36
Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada
penyakit dalam hatinya.” (QS. Al-Ahzab : 32)
128 Berkhalwat maksudnya adalah berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang
bukan mahram di tempat yang sepi. Nabi Muhammad saw melarang hal tersebut melalui
sabdanya : s L L
aiaa s g ¥ 815aL 04 Gsts ¥
Artinya: ’
Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama
mahramnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
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Aspek Hukum Perkawinan

Pada abad ke XX Masehi para penulis magashid secara signifikan
mengembangkan “perlindungan keturunan” menjadi teori berorientasi
keluarga. Seperti Ibn Asyur menjadikan “peduli keluarga” sebagai Magashid
hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam monografinya dalam Usul Al-Nizam
Alljtima’i fi Al-Islam (Dasar-dasar Sistem Sosial dalam Islam) yang
berorientasi pada kekeluargaan dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.'?

Salah satu dan merupakan bagian penting dalam hifz an-nasab adalah
pernikahan. Dalam Islam pernikahan merupakan lembaga satu-satunya yang
sah, halal sekaligus terhormat dalam melanjutkan dan menjaga kelangsungan

keturunan. Dalam Surah An-Nahl ayat 72 ditentukan :
Op #5550 3485 [ @551 e ¢ (g 93 a5l e 080 (e A5

ULy FENE U T TP NI AR T
OpaSS ¢ i caany Ogedt JLULST oLk

Artinya :
Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan
memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman
kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

Anak atau keturunan yang sah hanya akan didapatkan dari pernikahan

yang sah pula.

129

Syahrul Sidiq, ibid, h. 154
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Dalam kajian lebih dalam ukum perkawinan, yakni tentang persoalan
talak atau perceraian, dalam kaitannya dengan memelihara nasab atau
keturunan, Islam mewajiban bagi isteri yang ditalak untuk menjalani masa

iddah.

Untuk melihat tinjauan magashid syariah dalam bentuk hifz an-
nasab/hifz an-nasl atau pemeliharaan garis keturunan terhadap persoalan
nafkah iddah talak bain, maka harus dilihat pada tujuan adanya iddah.

Setelah dilakukan penelusuran pada literatur-literatur hukum Islam para
ulama merumuskan sekurang-kurangnya terdapat lima tujuan yang terkandung
di dalam ketentuan iddah bagi perempuan, baik karena cerai hidup maupun
karena cerai mati, tujuan iddah tersebut meliputi :

a. Untuk mengetahui kebersihan ~ rahim  seorang perempuan/ isterti;

b. Untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak suami dan
isteri yang bercerai hidup guna merajut kembali ikatan perkawinan yang
kandas dan putus karena perceraian, sehingga diberikan peluang untuk
mengoreksi kelemahan dan kekurangan masing-masing.

c. Untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah
perkawinan, yaitu dengan menghimpun orang-orang arif  mengkaji
masalahnya, dan memberi tempo berfikir pada kedua belah pihak. Jika
tidak demikian, maka tidak ubahnya seperti anak-anak.

d. Keagungan perkawinan tidak terwujud sebelum suami isteri hidup lama
dalam bingkai rumah tangga. Jika terjadi sesuatu yang mengharusan
putusnya perkawinan, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya
kelanggengah harus diberi tempa memikirkan dan memperhatikan
kerugiannya.

e. Semata-mata ibadah kepada Allah dan mematuhi perintahnya yang
terkandung di dalam al-Qur*“an, dimana perintah itu diperuntukkan
bagi perempuan- perempuan muslimah.**

130Nurnazli, Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Moderen, Jurnal Pengembangan
Masyarakat Islam, Vol. X, No. 1, tahun 2017, h. 132-133
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Mengenai tujuan iddah untuk mengetahui kebersihan rahim. Ketegasan
penentuan garis keturunan dalam Islam merupakan hal yang amat penting.
Oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari terjadinya kekacauan
nasab atau garis keturunan manusia ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-
Sunnah dengan tegas. Di antara ketentuan tersebut adalah larangan bagi wanita
untuk menikah dengan beberapa orang pria dalam waktu yang bersamaan.'*!
Di samping itu untuk menghilangkan keragu-raguan tentang kesucian rahim
perempuan tersebut, sehingga pada nantinya tidak ada lagi keragu-raguan
tentang anak yang dikandung oleh perempuan itu apabila ia telah kawin lagi
dengan laki-laki yang lain.**

Untuk isteri yang bercerai dari suaminya, salah satu tujuan yang penting
dari adanya iddah adalah untuk memastikan rahim isteri tersebut betul-betul
dalam keadaan bersih dalam artian tidak ada janin dalam rahim isteri tersebut,
hal ini sebagaimana ditentukan dalam Surah Al-Bagarah ayat 228 sebagai

berikut :

A (A TR SN L I PP s% ST @ S PP A
G WG GBS OF 58 U Y5 sapd B (gl el Okl

e Y 313 Al Gl 5570 gl
Artinya :

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.
tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat....

BlChuzaiman T. Yanggo et al., Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta :

PT. Pustaka , 1994), h. 166.

B2kamal Muhtar, Asas Hukum Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), h. 230.
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Bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya, adanya masa iddah selama tiga
kali suci, bertujuan untuk memastikan apakah rahim isteri tersebut dalam
keadaan kosong atau mungkin isteri tersebut dalam keadaan hamil. Jika sampai
dengan berakhirnya masa iddah isteri tidak dalam keadaan hamil, maka berarti
secara pasti diketahui rahim isteri tersebut dalam keadaan kosong, namun jika
selama masa iddah tersebut ternyata ada janin dalam kandung isteri, maka hal
itu pun secara pasti dapat diketahui, sepanjang isteri tidak menyembunyikan
kehamilannya, karena itu dalam ayat di atas Allah mengacam atau tidak
membolehkan isteri menyembunyikan kehamilannya. Intinya adanya masa
iddah tersebut untuk memberikan kepastian tetantang hamil tidaknya isteri
tersebut.

Memberikan kepastian melalui masa iddah, apakah rahim isteri yang
ditalak dalam keadaan kosong atau ada janin dalam rahimnya, sangat penting
dalam menentukan nasab terhadap bayi yang mungkin lahir dari isteri yang
ditalak tersebut. Jika isteri yang ditalak oleh suaminya selama masa iddah
diketahui dalam keadaan hamil, maka anak yang dikandung oleh isteri tersebut
adalah anak dari suami yang menalaknya, nasab anak tersebut kepada suami
yang menalaknya (anak tersebut merupakan anak dari isteri yang ditalak
dengan suami yang menalaknya). Jika selama masa iddah hingga berakhirnya
masa iddah isteri yang ditalak tersebut tidak dalam keadaan hamil, kemudian
setelah habis masa iddah isteri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain
(suami berikutnya) kemudian isteri tersebut hamil dan melahirkan, maka anak

yang lahir tersebut secara pasti nasabnya dinisbahkan kepada suami yang
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berikutnya (anak itu merupakan anak dari isteri tersebut dengan suami yang
berikutnya).

Sebagai konsekuensi dari adanya iddah yang tujuannya untuk
memastikan rahim isteri yang ditalak tersebut dalam keadaan kosong atau tidak
ada janin dalam rahimnya, maka dalam hukum Islam isteri yang berada dalam
masa iddah dilarang untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, hal ini

sebagaimana yang ditentukan dalam Surah Al-Bagarah ayat 235:

-

P.L.a.,” /“?3&;.1;;13\ 3?’\,&12\3315,?;\5;3\gqé}c@‘éai’eiji}:j‘ﬂg...

PSP b 5 1gadeng 8g3ds6
Artinya :
... dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beragad nikah, sebelum
habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada

dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyantun.

Sendainya seorang isteri yang talak oleh suaminya, tanpa menjalani
masa iddah kemudian isteri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain (suami
berikutnya, lalu isteri tersebut hamil dan melahirkan, maka anak yang lahir
tersebut tidak memililiki kejelasan garis keturunan, nasabnya menjadi syubhat
atau kabur, bisa jadi anak tersebut merupakan hasil hubungan dengan suami
pertama, bisa jadi pula merupakan hasil hubungan dengan suami yang kedua.

Karena itulah dalam hukum Islam seorang perempuan yang sedang
menjalani iddah baik karena dicerai, fasakh maupun ditinggal mati oleh suami

tidak boleh menikah dengan selain dengan laki-laki yang meninggalkan atau

89



menceraikannya itu. Jika ia menikah maka pernikahannya dianggap sah, dan
jika ia melakukan hubungan badan maka dia terkena hukuman al-hadd. Imam
Nawawiy menyebutkan :

“Dan Tidak boleh menikahi wanita yang berada pada masa iddah berdasarkan
firman Allah SWT :

1 2} o8 /}o, @ 7Y [ 2 07 &t
a1 O 2 12 ~ K1 8Ads 1ga5a5 Y
e t s T SuS ol S

Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beragad nikah, sebelum
habis 'iddahnya.

Karena iddah itu hukumnya wajib untuk isteri demi menjaga nasab/keturunan.
Jika kita membolehkan nikah pada masa tersebut, tentu akan bercampurlah
nasab dan tujuan nikah pun jadi sia-sia (batal)” ***

Dari urian ini jelaslah, memberikan kepastian nasab bagi anak yang
(mungkin) lahir dari isteri yang ditalak oleh suaminya merupakan makna
substantif dari hifz an-nasab/hifz an-nasl (memelihara garis keturunan).

Melaui uraian di atas dapat diketahui, dari segi kepentingan suami
isteri (mantan isteri dan mantan suami), adanya masa iddah bagi isteri yang
ditalak bain oleh suaminya—yang tujuannya adalah untuk memberikan
kepastian kondisi rahim isteri, apakah dalam keadaan hamil atau tidak, yang
tujuan selanjutnya adalah untuk memberikan kepatian nasab bagi bayi yang
mengkin lahir dari isteri yang ditalak tersebut—merupakan kepentingan
bersama antara mantan suami dengan mantan isteri. Oleh karena dalam masa
iddah tersebut masih ada kepentingan mantan suami, maka sudah sepatutnya
nafkah selama mantan isteri tersebut menjalani masa iddah masih menjadi

tanggungjawab mantan suaminya.

3 Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf An-Nawawiy, Al-Majmu’ Syarhu Al- Muhajjab,

Maktabah Al-Masjid An-Nabawiy Asy-Syarif, Jilid XVI, h. 240
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Maka menurut Penulis, dalam persefektif magashid syariah pada
bentuk hifz nasab/hifz nasl (memelihara garis keturunan) adalah kurang tepat
ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang tidak mewajibkan
kepada suami memberikan hak nafkah, maskan dan kiswah kepada isteri yang
di-talak bain. Semestinya karena dalam masa iddah talak bain tersebut masih
ada kepentingan mantan suami, maka mantan isteri tersebut tetap berhak
mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah dari mantan suaminya, begitu pula
sebaliknya mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan
kiswah terhadap mantan isterinya selama dalam masa iddah talak bain.

Hifz Ad-Din

Hifz ad-din atau memelihara agama merupakan dhardriyyat yang

terpenting dan berada pada urutan tertinggi. Sebagaimana firman Allah SWT

dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 56:

Ogdad Y| (w13 Sl Cal> g

Artinya :
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka
menyembah-Ku.

Demikian tujuan hakiki dari penciptaan makhluk. Untuk mencapai tujuan
inilah maka para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan. Sebagaimana firman-

Nya dalam Surah An-Nisa 165 :

i 300 B ol o ) 5865 gpdidg e S
Artinya :
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(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi
peringatan agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah sesudah
diutusnya rasul-rasul itu.

Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam Surah An-Nahl

ayat 36 :

gl 19ty A1 15 of Yol 28 A8 3 ey 5

Artinya :

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiaptiap umat (untuk
menyerukan): “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu.

Agar Allah SWT menjaga agama Islam dari kerusakan, menjaga agama
merupakan dharuriyat yang paling besar dan terpenting, maka karenanya
syari’at mengharamkan riddah (murtad, keluar dari Islam setelah sebelumnya
memeluk agama Islam), memberi sanksi kepada orang yang murtad dengan

hukuman bunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah saw sebagai berikut :

Artinya :
Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.

Juga sebagaimana Rasulullah saw sebagai berikut :

s Bt 5 G Ly Al (o 3 sy ) ok 10 45 ot

B*Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, Al-Jami’ Al-Shohih Al-mukhtashar,

(Yamamah, Bairut : Dar lbnu Katsir), 1987, Jilid 6, h. 2537
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Artinya :

Tidak halal darah seorang muslim (tidak boleh dibunuh ), kecuali dengan salah
satu di antara tiga sebab yaitu jiwa dengan jiwa, orang dewasa yang berzina
(dibunuh dengan dirajam), orang yang murtad meninggalkan agamanya dan
jama’ahnya.

Namun yang perlu ditekankan disini adalah, hukuman membunuh orang
yang murtad ini tidak dilakukan setiap orang, bukan dengan cara main hakim
sendiri, karena hal itu hanya akan menimbulkan kerusakan yang lain. Namun
pelaksanaan hukum membunuh bagi orang yang murtad hanya dilakukan oleh
ulil amri (pemimpin umat/negara) jika menerapkan hukum islam di negaranya.

Ini semua untuk menjaga agama. Realisasinya dapat dilakukan dengan
beberapa cara, di antaranya sebagai berikut :

- Beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mencintai-Nya, mengagungkan-Nya,
mengetahui Asma dan Sifat Allah.

- Berpegang teguh dengan agama, mempelajarinya, lalu mendakwahkannya.

- Menjauhi dan memperingatkan dari perbuatan syirik dan riya’.

- Memerangi orang-orang yang murtad.

- Mengingatkan dari perbuatan bid’ah dan melawan ahlul bid’ah. **°

Salah satu bagian dari hifz ad-din adalah berpegah teguh dengan ajaran

agama Islam, yang maksudnya tidak lain adalah agar seorang

5 Lihat :
- https://almanhaj.or.id/3373-dharuriyyatul-khams-lima-kebutuhan-penting-yang-
harus- dijaga-oleh-kaum-muslimin.html

- Majalah As-Sunnah Edisi 04/Tahun XI/1428/2007M. Penerbit Yayasan Lajnah
Istiqgomah Surakarta, JI. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Telp. 0271-
858197 Fax 0271-858196 Oleh Syaikh Ali bin Hasan al-Halabi Al-Atsari di
http://almanhaj.or.id/content/3373/slash/0/dharuriyyatul-khams-lima-kebutuhan-penting-
yang-harus-dijaga-oleh-kaum-muslimin/
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muslim/muslimah berusaha secara konsekuen melaksanakan ketentuan syariat
Islam. Dalam relevansinya dengan masalah iddah, Islam melarang seorang
isteri yang berada dalam masa iddah untuk meninggalkan atau keluar dari
rumah suami yang telah mentalaknya, sehingga demi menjaga agama (hifz ad-
din) seorang muslimah yang ditalak isterinya harus tetap tinggal di rumah yang
sebelumnya ditempatinya bersama dengan suaminya. Persolan inilah yang
akan diuraikan lebih lanjut dalam sub bab ini.

Untuk melihat tinjauan magashid syariah dalam bentuk hifz ad-din atau
memelihara agama terhadap persoalan nafkah iddah talak bain, maka harus
dilihat pada larangan-larangan atau hal-hal yang tidak diboleh dilakukan oleh
isteri yang berada dalam masa iddah, yang salah satu di antaranya adalah
larangan meninggal rumah bagi isteri berada dalam masa iddah.

Perempuan yang sedang menjalani masa “iddah tidak boleh keluar dari
rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelum bercerai. Dia baru boleh
keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pokok atau
obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksanya keluar
rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinaan.

Fugaha berbeda pendapat mengenai keluarnya istri yang ditalak dari
rumah pada saat menjalani masa iddah-nya. Para ulama penganut madzhab
Hanafi berpendapat, bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang
dithalak raj’i maupun ba’in keluar dari rumah pada siang maupun malam hari.
Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari

dan sore hari. Ulama penganut madzhab Janbali memperbolehkanya keluar
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pada siang hari, baik karena dithalak maupun ditinggal mati oleh suaminya.
Menurut Ibnu Qudamah istri yang sedang menjalani masa iddah boleh keluar
rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena ditalak
maupun karena ditinggal mati oleh suaminya. Ketentuan larangan untuk
meninggalkan rumah bagi isteri yang berada dalam masa iddah tersebut

berdasarkan ketentuan surat Al-Thalaq ayat 1:**
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Artinya :

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang
wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah
Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah
mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang
terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat
zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah
Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Melihat kepada zahir ayat serta untuk kehati-hatian maka seorang isteri
yang berada dalam masa iddah tidak dibenarkan meninggalkan rumah-bersama
yang dulu ditempatinya ketika isteri tersebut masih bersama dengan suaminya,
dan suami pun tidak boleh mengusir isterinya dari rumah-bersama tersebut
selama isteri masih dalam masa idddah. Jadi untuk menjaga agamanya dalam

rangka menjalankan ketentuan al-qur’an, maka isteri yang berada dalam masa

136

Kementerian Agama RI, Al-Qura’an dan Terjemahnya, h. 816
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iddah harus tetap tinggal di rumah-bersama yang dulu ditempatinya bersama
dengan suami/mantan suaminya.

Pada satu sisi ada ketentuan yang mengharuskan isteri yang berada dalam
iddah termasuk dalam iddah talak bain untuk tetap tinggal dan tidak boleh
meninggalkan rumah kediaman-bersama. Pada sisi lain, sebagai pihak yang
ditalak bain isteri tersebut tidak berhak lagi atas nafkah iddah dari
suami/mantan suaminya, dan suami/mantan suami tidak berkewajiban lagi
terhadap nafkah isteri/mantan isterinya tersebut, itu artinya untuk memenuhi
kebutuhan hidup selama masa iddah pihak isteri harus berusaha mencari nafkah
sendiri. Kedua sisi ini adalah sulit atau bahkan mustahil dilaksanakan secara
bersamaan, harus tetap tinggal dan tidak boleh keluar dari rumah-berasama,
namun pada saat yang sama harus mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan
hidup.

Dari uraian di atas, dalam persefektif magashid syariah pada bentuk hifz
ad-din (memelihara agama), adalah kurang tepat ketentuan Pasal 149 huruf b
Kompilasi Hukum Islam, yang tidak mewajibkan kepada suami memberikan
hak nafkah, kepada isteri yang ditalak bain. Semestinya karena menurut
ketentuan hukum Islam dalam masa iddah tersebut mantan isteri harus tetap
tinggal dan tidak boleh keluar dari rumah-bersama, maka sudah sewajarnya
nafkah untuk isteri tersebut tetap pmenjadi kewajiban dan tanggung jawab
pihak suami/mantan suami.

Dengan tetap mewajibkan kepada mantan suami memberikan nafkah

iddah kepada mantan isteri yang di-talak bain, maka mantan isteri akan lebih
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mudah memelihara agamanya, menjalankan kententuan agama Yyang
mengharuskannya untuk tetap tinggal dan tidak keluar di rumah-bersama. Hal
ini lebih sesuai dengan magqashid syariah dan mendatangkan mashlahat yang

luar biasa.

3. Hifz An-Nasfs

Pada awalnya Magashid Syariah dalam bentuk hifz an-nafs atau
memelihara jiwa terkonsentrasi pada hal-hal yang secara langsung mengancam
nyawa manusia dan tindakan penganiayaan terhadap fisik, kajian pada awalnya
terfokus pada masalah menghilangkan nyawa atau pembunuhan baik
membunuh orang lain ataupun membunuh diri sendiri, penganiayaan terhadap
diri sendiri maupun terhadap orang lain.

Untuk tujuan - ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku
pembunuhan diancam dengan hukuman gishash (pembalasan yang seimbang),
sehingga dengan demikian si pembunuh juga akan mati karena hukuman
gishahs, atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka
si pelakunya akan dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan tindakan
pencenderaan atau penganiayaan yang dilakukannya. Mengenai hal ini dapat
kita jumpai antara lain dalam firman Allah **" dalam Surah Al-Bagarah ayat

178 :

37 ihat, Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992),
hal. 70
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Artinya :

Wahai orang-orang Yyang beriman! Telah diwajibkan kepadamu Qisas
(pembalasan) pada orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang
merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Barangsiapa
mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti dengan cara yang
baik dan hendaklah mengikuti cara yang baik dan hendaklah (yang diberi
maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik
(pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari tuhanmu.
Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka untuknya siksaan yang
sangat pedih.

Kemudian Surah Al-Bagarah ayat 179 menentukan :
5585 S Y Jolly s oladlt 3 2535

Artinya :

Dalam qishash itu terdapat kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang
mempunyai akal.

Berdasarkan ayat di atas, kita dapat memahami, hukum qishash itu
memberikan efek jera. Efek jera itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang
membunuh, akan tetapi orang yang tidak membunuh pun turut merasakannya,
sehingga dengan adanya gishah ini jiwa ini sungguh sangat berharga. Bahkan
tidak hanya itu, ternyata “jika keluarga korban (yang dibunuh) mampu

memaafkan si pembunuh, maka si pembunuh diwajibkan membayar denda
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(diyat) kepada keluarga korban dengan cara yang baik. Dan diat itu merupakan
salah satu bentuk dispensasi dan kasih sayang (rahmat) dari Allah”. 138

Kemudian dalam Surah Al-Furgéan ayat 68 Allah SWt berfirman :
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Artinya:

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan
tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan
(alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang
demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).

Islam dengan tegas mengharamkan pembunuhan yaitu menumpahkan
darah kaum muslimin, ahli dzimmah (orang kafir yang hidup berdampingan
dengan kaum muslimin dan tidak memerangi mereka) serta
darah mu'ahid (orang kafir yang mengikat perjanjian damai dengan ummat
Islam dengan persyaratan tertentu). Apalagi yang menumpahkan darah kaum
muslimin dengan sengaja, maka Allah SWT mengancam dengan ancaman yang

sangat keras sebagaimana dalam firman-Nya dalam Surah An-Nisa ayat 93 ;
G 4 Jefy ialy ale Al by g 1 (3gr 8515md \Laalh Gah k5 e

T !./

.

Artinya :

B Muhammad  Ali As-Shobuniy, Shofwah At-Tafaasir, lilid | (Beirut: Maktabah Al-

‘Ashriyyah, 2006), hal. 100. Lihat juga Abul Fida' Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi
al-Bushrawi ad-Dimasyqi, Tafsiir Al-Qur’an Al-‘Adzim, lilid | (Qohiroh: Dar Al-Hadits, 2002), hal.
447

99



Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka
balasannnya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya,
dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Sebagai bentuk bentuk perlindungan dan penghormatan Islam terhadap
Jiwa, Islam melarang seseorang mencelakakan atau membunuh dirinya

sendiri, dalam kaitan ini Rasulullah saw bersabda :
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Artinya :

Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya
(mati), maka dia akan berada dalam Neraka Jahannam dalam keadaan
melemparkan diri selama-lamanya...

Kemudian lingkup hifz nafs oleh ulama-ulama yang datang kemudian

diperluas, tidak lagi hanya terbatas pada persoalan pembunuhan dan
pengeniayaan saja. Dalam kontek ini Ibnu Asyur mengatakan :

“Makna hifz al-nafs yaitu memelihara ruh individu dan masyarakat
keseluruhannya daripada terjerumus ke lembah kebinasaan. Hal ini kerana
alam adalah terdiri daripada beberapa unit individu manusia yang mempunyai
keunikan sebagai asas kepada ketamadunan dunia. Hifz al-nafs bukan
bermaksud melaksanakan hukuman gishash semata-mata sebagaimana yang
yang difahami oleh sebahagian para fuqaha’, malah hukuman gishash adalah
elemen yang tersangat lemah dalam hifz an-nafs kerana ia akan menghilangkan
sebahagian daripada nyawa. Justeru, memelihara nyawa manusia lebih baik
daripada menjatuhkan hukuman sebagaimana mencegah penyakit yang
berjangkit adalah lebih utama daripada merawat epidemik penyakit

tersebut.”4

139

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari, ibid, Jilid 5, h. 2179

“Opr. Fatimah Muhammad Abdul Muththalib, Al-Maqashid Al-‘Ammah li Al-Syari’ah Baina

Al-Ashalah wa Al-Mua’sharah, Dar Al-Jinan Li An-Nasyriy wa Al-Tauji’, h. 254
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Sehingga secara lebih luas makna memelihara jiwa adalah memelihara
kehidupan yang terhormat, dan melindunginya dari segala macam gangguan
dan ancaman atas keselamatannya.'*! Termasuk di dalamnya untuk memelihara
jiwa, Islam memerintahkan makan dan minum, memakai pakaian dan
bertempat tinggal, memberkaan nafkah dan penghidupan yang layak untuk
keluarga dalam rangka mempertahan, menunjang dan meningkatkan kualits
hidup.

Tentang nafkah dalam keluarga, tidak diragukan lagi nafkah yang
menjadi tanggungjawab dan kewajiban suami/ayah terhadap isteri dan anak-
anaknya merupakan salah satu komponen penting hifz nafs dalam rangka
memelihara, pempertahankan, menunjang dan memperbaiki kualits hidup
dalam sebuah keluarga.

Kemudian dalam hal terjadi talak raj’i antara suami isteri—dalam
hukum Islam suami masih tetap berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap
nafkah untuk isteri yang ditalak oleh suaminya tersebut—tidak diragukan lagi
nafkah yang diberikan oleh suami terhadap isteri yang berada dalam masa
iddah talak raj’i tersebut merupakan bagian dari hifz nafs dalam rangka

memelihara, pempertahankan dan menunjang hidup isteri, setidaknya untuk
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Y“\Muhamdiyah Djafar, Pengantar llmu Fikih (Suatu Pengantar Tentang llmu Hukum Islam

dalam Berbagai Madzhab), (Jakarta : Kalam Mulia, 1993), hal. 38
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selama masa iddah, karena dalam masa itulah batas tanggungjawab dan
kewajiban suami isteri.

Persoalan nafkah iddah muncul dalam hal isteri berada dalam iddah talak
bain, menurut ketentuan ketentuan Pasal 149 huruf Kompilasi Hukum Islam,
nafkah isteri yang berada dalam iddah talak bain tidak menjadi tanggungjawab
dan kewajiban suami (ketentuan ini juga merupakan pendafat sebagian fugaha).
Pada hal dalam masa iddah talak bain tersebut seorang isteri masih terikat
dengan sejumlah kewajiban, antara lain : 1) isteri tersebut tidak boleh menikah
dengan laki-laki lain yang diantara tujuannya adalah untuk memastikan
kosongnya rahim, sehingga tidak berakibat kepada ketidak jelasan nasab, yang
hal merupakan bagian dari magashid syariah dalam bentuk hifz nasab.
(masalah ini secara rinci telah diuraikan sebelumnya). 2) Isteri yang berada
dalam iddah talak bain tersebut menurut hukum Islam harus tetap tinggal dan
tidak boleh keluar atau meninggalkan rumah-bersama (rumah yang dulu
dtempatinya bersama dengan suaminya) (masalah ini juga sudah diuraikan
secara rinci dan penjelasan sebelumnya). Dengan dua kewajiban ini kalau
harus ditambah lagi dengan beban mencari nafkah sendiri untuk penghidupan
selama masa iddah talak bain, ini berarti memposisikan isteri dalam kesulitan
yang luar biaya. Membiarkan isteri yang berada dalam masa iddah talak bain
tanpa kewajiban dan tanggungjawan nafkah dari suaminya akan
membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini sangat bertentangan dengan

prinssip hifz nafs dalam Islam.

102



Menurut ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Isteri
yang berada dalam talak raj’i tetap berhak mendapat nafkah, maskan dan
kiswah dari suaminya, namun isteri yang berada dalam talak bain tidak berhak
lagi mendapatkan nafkah, maskah dan kiswah dari suaminya. Kalau diamati
secara seksama, dari segi kepentingan dan kebutuhan terhadap nafkah, tidak
ada bedanya antara isteri yang di-talak raj’i dengan yang di-talak bain, kalau
isteri yang yang berada dalam talak raj’i untuk kelangsungan hidupnya
memerlukan nafkah dari suaminya, maka tidak berbeda halnya dengan isteri
yang berada dalam talak bain. Dalam kaitan dengan nafkah iddah ini Syekh
Mahmoud Syalthut menyatakan : “Kegundahan dan sakit istri yang ditalak
bain lebih berat dibandingkan dengan istri yang ditalak raj’i, istri yang ditalak
bain tersebut lebih memerlukan sesuatu (nafkah) yang meringankan bebannya,
karena dia tidak mempunyai harapan lagi untuk kembali dengan suaminya”.**?

Melalui uraian di atas dapat diihat, dalam tinjauan magashid syariah
pada bentuk hifz nafs, yakni memelihara, menjaga, = pempertahankan dan
menunjang hidup, nafkah dalam masa iddah talak bain tersebut sangatlah
diperlukan oleh isteri/mantan isteri, karena itu sudah waktunya ketentuan Pasal
149 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut ditinjau dan rumuskan ulang.

Dari uraian keseluruhan tentang tijauan magashid syariah terhadap
ketentuan Pasal Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, terlihat titik lemah
dari pasal tersebut, dalam hal tidak memberikan hak nafkah, maskan dan

kiswah kepada istri yang berada dalam iddah talak bain, pasal tersebut hanya

142Syekh Mahmoud Syalthut dan Muhammad Ali al-Shabuniy, Muqgaranah al-Madzahib fil

Alfigh, (Kairo : al-Azhar) h. 244-245
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terkonsentrasi kepada kepentingan pihak suami, yakni kepentingan bisa
tidaknya suami rujuk terhadap isteri yang ditalak tersebut, tidak adanya hak
suami untuk rujuk terhadap istrinya yang ditalak bain menjadi pertimbangan
satu-satunya untuk tidak memberikan hak nafkah, maskan dan kiswah
terhadap istri yang berada dalam iddah talak bain. Sedangkan aspek magashid
syariah berupa hifz an-nasab, hifz ad-ddin dan hifz an-nafs yang menjadi salah
satu tujuan diberikannya nafkah iddah luput dari perhatian Pasal 149 huruf b
tersebut.
. Hifzh Al-aqgl

Memelihara akal atau hifdzul agl. Umat Islam diharuskan menjaga akal
yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga umat Islam diwajibkan
untuk mencari ilmu dan pengetahuan untuk mendapatkan wawasan yang cukup
sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan dan terhindar dari godaan dunia

Hifzh al-agl bukannya hanya memelihara akal dari minuman keras,
narkotika, dan obat-obatan terlarang, tetapi bisa juga dipahami bagaimana
menjaga istri/mantan istri untuk tidak khawatir dan stres pasca perceraian yang
bisa mengguncang jiwanya atau akalnya ditambah lagi ia tidak mendapat
nafkah iddah dalam talak bain, maka untuk menyehatkan dan menjaga jiwa dan
akalnya tetap stabil dan normal, walaupun itu mungkin agak sulit diwujudkan
karena perceraian tentu mempunyai dampak negatif bagi istri, maka nafkah
iddah pada talak bain sangat diwajibkan dan diharuskan untuk

menyejahterakan dan menentramkan istri/ mantan istri pasca perceraian.
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Dengan adanya nafkah iddah tersebut maka biaya untuk istri tersebut
tetap mengalir, karenanya kehidupan istri pun tetap terjamin. Kebutuhan
terhadap jamianan nafkah iddah tidak boleh dibatasi hanya untuk istri yang
berada dalam iddah talak raj’i saja, kalau seorang istri yang berada dalam talak
raj’i membutuhkan nafkah iddah untuk kelangsungan hidupnya, maka tidak
berbeda halnya dengan istri/mantan istri yang berada iddah talak bain, iapun
memerlukan nafkah untuk kelangsungan hidupnya selama masa iddah tersebut.
Dalam kaitan dengan nafkah iddah ini Syekh Mahmoud Syalthut menyatakan :
Kegundahan dan sakit istri yang ditalak bain lebih berat dibandingkan dengan
istri yang ditalak raj’i, istri yang ditalak bain tersebut lebih memerlukan
sesuatu (nafkah) yang meringankan bebannya, karena dia tidak mempunyai
harapan lagi untuk kembali dengan suaminya.**

Maka di tinjau dari magashid syriah dari aspek maslahat Dalam aspek
fikih, nampaknya akan lebih relevan jika dalam persoalan nafkah iddah ini
mengikuti pendapat fikih Hanafiah, yang berpendapat bahwa istri yang ditalak
bain tetap berhak mendapatkan tempat tinggal seperti istri yang ditalak raj’i
berdasarkan zahir ayat surah al-Thalag ayat 6. Kalangan Hanafiyah
berpendapat dalam ayat tersebut terdapat perintah tentang wajibnya
memberikan tempat tinggal pada kalimat Askinu hunna (berikanlah mereka
tempat tinggal) dan istri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa iddah
di tempat suaminya, istri yang ditalak bain tersebut akan terkurung di tempat

suaminya disebabkan suami masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada

Bpid.
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5.

atau tidaknya pembuahan dalam rahim, sehingga wajar perempuan tersebut

wajib mendapatkan nafkahnya.

Hifz Al-mal

Hifz al Mal yaitu menjaga dan melestarikan keberadaan harta serta
membelanjakannya pada jalur yang sesuai. Dalam menjaga harta ini telah
disyari’atkan hukum-hukum seperti; larangan mencuri, ghasab (merampas atau
mengambil milik orang lain secara paksa), menipu atau korupsi, larangan riba
dan lain-lain.

Nafkah iddah merupakan hak nafkah istri atas suami selama masa iddah
setelah terjadinya perceraian.'** Nafkah iddah diberikan guna terjaminnya
kehidupan istri selama menjalani masa iddah. Ketentuan nafkah iddah dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b) terkesan tidak adil karena tidak
mencerminkan perlindungan terhadap istri setelah perceraian.

Istri tidak mendapatkan nafkah selama masa iddah, sedangkan istri
tinggal sendiri atau bersama anak-anaknya dan terikat dengan ketentuan iddah.
keadaan ini menggambarkan ketidakadilan karena istri tidak dinafkahi tetapi
harus menunggu habisnya masa iddah. Oleh karena itu, dalam hal memberikan
keadilan kepada istri, maka nafkah setelah perceraian harus tetap diberikan
selama menjalani masa iddah.

Dengan tidak diberikan nafkah iddah, maka jiwa istri berada dalam

keadaan yang bahaya. Bagi seorang perempuan yang sudah menikah,

“Wahbah Az-Zu haili, al - Figh al - Isl @ mi wa Adillatuhu , terj. Abdul Hayyie Al-Kattani

(Jakarta: Gema Insani, 2011), 563
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kepengurusan hidupnya ditanggung oleh suaminya sebagai akibat terjadinya
pernikahan. Nafkah diberikan kepada istri karena istri mempunyai peran yang
dapat menghalanginya bekerja, yaitu ketika istri mengalami masa kehamilan
dan melahirkan.

Tidak adanya keadilan bagi istri karena tidak mendapatkan nafkah iddah
dalam talak bain juga dapat ditinjau menggunakan teori hifz| al-mal atau
menjaga harta. Menurut Pemikiran Jasser Auda, menjaga harta dapat
dikembangkan menjadi menjaga dan melindungi kesejahteraan hidup
manusia.**> Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi kehidupan istri setelah
perceraian. Dengan tidak adanya nafkah, maka kehidupan istri menjadi tidak
terjamin kesejahteraannya selama masa iddah. Karena ketika masih dalam
pernikahan nafkah ditanggung oleh suami, maka selama masa iddah pun
nafkah masih ditanggung oleh suami hingga selesainya masa iddah. 4

Demikian pula jika dilihat menggunakan pendekatan sistem Jasser Auda,
ketentuan nafkah iddah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b tidak
bersifat terbuka dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat karena
tidak tercerminnya tujuan penetapan hukum Islam yang seharusnya
dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat disekitarnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penetapan

hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat. Dengan

demikian, ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf(b) dalam hal

% Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magqashid Syariah, terj. Rosidin dan
Ali Abd el-Mun’in (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 23

“*\Muhammad Fauzan, “Maqdshid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan,” Hukum
Islam, Vol. XVI No. 1 (Juni, 2016), 78.

107



nafkah iddah talak ba’in dianalisa menggunakan magqashiid syari’ah tidak lagi
tepat dan dapat dikesampingkan karena tidak mencerminkan perlindungan
terhadap istri setelah perceraian.

Dengan di kesampingkannya Kompilasi hukum Islam Pasal 149 huruf b,
mengenai bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami
setelah terjadi perceraian atau selama menjalani masa iddah dapat meliputi
talak raj’i dan talak ba’in.

C. Rekonstruksi Hukum Nafkah, Maskan dan Kiswah Pasca Perceraian
dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Dari uraian pada sub bab A menjadi jelas ketentuan nafkah pasca
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum
Islam sudah seharusnya direkonstruksi, dikaji ulang karena tidak atau kurang
sesuai dengan magashid syariah dan tidak memberikan mashlahat serta tidak
mencerminkan keadilan bagi istri yang berada dalam iddah talak bain.

Dalam hukum Islam, pada bidang-bidang ijtihadiah, rekonstruksi adalah
sebuah keharusan manakala sebuah ketentuan hukum tidak lagi memberikan
nilai maslahat dan tidak sesuai dengan maqasid syariah atau tidak memberikan
rasa keadilan. Dalam hukum Islam fatwa dapat berubah karena adanya
perubahan zaman, tempat keadaan dan niat (tujuan)."*” Menurut Ibnu al-
Qayyim, syariat Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan
kemanusiaan yang universal yakni keadilan, kerahmatan, kemashlahatan

kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Jadi prinsip-

“bnu al-Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwagi’in Rabb al-‘alamin, (Bairut : Dar al-Kutub

al-limiyyah), 1993, Jilid lll, h. 11
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prinsip ini harus menjadi dasar substansi dari seluruh persoalan hukum Islam.
Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-
cita syariat atau agama. Dengan demikian setiap hal yang zalim, tidak memberi
rahmat, bukanlah hukum Islam.**®

Al-Syathibiy menyebutkan bahwa syarat pertama bagi seseorang untuk
sampai pada tingkat mujtahid adalah memahami magqashid syariah secara
konperhensif.X*® Dalam kontek yang sama berkaitan dengan relevansi kaidah
magashid syariah dalam ijtihad kontemporer Musfir bin Ali al-Qahthaniy
menyebutkan salah satu yang dibutuhkan oleh seorang mujtahid dalam
menetapkan persoalan kontemporer adalah memelihara magashid syariah.**
Seorang mujtahid sangat butuh magashid syariah ketika memahami nas-nas
(al-qur’an dan al-hadits) untuk mengaplikasikannya dalam hukum. Begitu juga
ketika dia ingin menyesuaikan antara dalil-dalil yang tampak berlawanan,
kerena ketika itu dia mesti menggunakan magashid syariah seorang mujtahid
juga mesti memperhatikan sesuatu yang ada kemashlahatannya bagi manusia
dan menjauhkan sesuatu yang ada kemudhatannya bagi mereka.***

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam merumuskan ketentuan
sebagai berikut :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,

“®bid.

“Ibrahim bin Musa al-Khumiy al-Gharnathiy al-Syathibiy a-Malikiy, al-Muwafaqat fi Ushul
al-Figh, (Bairut : Dar al-Ma’rifah, t.th), Jilid V, h. 41

POMusfir bin Ali al-Qahthaniy, Manhaj al-ljitihad al-ahkam al-Nawazil al-Fighiyyah al-
Mu’asirah, (Riyadh : Dar al-Andalus al-Khadra), 2003, h. 324.

“ibid
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kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan
tidak hamil.
Dari rumusan di atas maka istri yang berhak mendapatkan nafkah iddah
dari suami yang mentalaknya adalah sebagai berikut :
1. Istri berada dalam iddah talak raj’i dan istri tersebut dalam keadaan tidak
nusyuz.
2. lstri yang berada dalam iddah talak bain namun isteri tersebut dalam
keadaan hamil.
Sedangan istri yang tidak berhak mendapatkan nafkah iddah adalah sebagai
berikut :
1. Istri yang berada dalam iddah talak bain dan istri tersebut dalam keadaan
tidak hamil.
2. Istri yang berada dalam iddah talak raj’i, tetapi istri tersebut dalam
keadaan nusyuz.
Terhadap kelompok pertama, yakni istri/mantan istri yang berhak mendapatkan
nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah. Secara hukum, para istri telah
mendapatkan haknya, hukum telah memberikan perlindungan secara memadai
terhadap kelompok ini. Dari aspek maqgashid syari’ah, tujuan hukum memberikan
nafkah iddah telah tercapai, yakni untuk memberikan kemudahan terhadap
istri/mantan istri yang ditalak dalam melangsungkan kehidupan pasca terjadinya
talak, sehingga maqashid syri’ah (tujuan hukum)  sebagai hijb al-nafs

(memelihara jiwa) telah terpenuhi.
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Dari aspek mashlahat, tidak diragukan lagi adanya hak nafkah, maskan
dan kiswah dalam masa iddah tersebut akan mendatangkan kemaslahatan,
kebaikan dan kemudahan bagi pihak istri.

Demikian pula halnya dari aspek keadilan, dengan diberikannya hak
nafkah, maskan dan kiswah kepada para istri tersebut, dan diletakkannya
tanggung jawab jawab nafkah, maskan dan kiswah mejadi kewajiban pihak
suami, maka hukum telah ditegakkan secara adil.

Persoalan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam terletak
pada ketentuan tidak diberikannya hak nafkah pada istri/mantan istri yang
berada dalam iddah talak, dengan klausul terkecuali istri yang ditalak bain
tersebut dalam keadaan hamil. Jadi sepanjang istri/mantan istri yang ditalak
bain tersebut tidak hamil maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, maskan
dan kiswah dari suami/mantan suaminya. Di sinilah letak permasalahannya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab dan sub bab terdahulu, ketentuan
Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang tidak memberikan hak
nafkah, maskan dan kiswah tehadap istri/mantan istri yang berada dalam iddah
talak bain tidak sesuai atau setidaknya kurang sesuai dengan magashid syariah,
tidak memberikan kemashlahatan dan tidak sesuai dengan nilai keadilan,
karenanya terhadap ketentuan tersebut harus dikaji ulang, diperbaiki dan
disempurnakan serta direkonstruksi.

Rekonstruksi ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam

tersebut dapat ditawarkan dengan formulasi sebagai berikut :
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Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka suami/mantan
suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri/mantannya
selama dalam iddah, kecuali istri/mantan isteri tersebut dalam keadaan
nusyuz. Bilamana istri/mantan istri tersebut dalam keadaan hamil, maka selama
masa kehamilan tersebut kepada suami/mantan suami diberikan kewajiban
nafkah tambahan untuk istri/mantan istri sehungan dengan kehamilannya.

Dari formulasi ketentuan di atas, dapat ditegaskan ketentuan-ketentuan
hukum sebagai berikut :

1. Dalam formulasi kalimat “Bilamana perkawinan putus karena perceraian”,
ketentuan ini melingkupi perceraian dengan proses carai talak atau pun
melalui proses cerai gugat, baik dalam talak raj’i maupun dalam talak bain.

2. Dalam formulasi kalimat ‘“maka suami/mantan suami wajib memberi
nafkah, maskan dan kiswah kepada istri/mantannya selama dalam iddah”,
pada formulasi kalimat “maka suami/mantan suami wajib memberi nafkah,
maskan dan kiswah kepada istri/mantannya”, pada dasrnya ketentuan ini
tidak berbeda yang ditentukan dalam Pasal 149 hruf b Kompilasi Hukum
Islam, yakni tetang kewajiban suami/mantan suami memberikan nafkah,
tempat tinggal dan pakaian terhadap istri/mantan istri selama istri tersebut
berada dalam masa iddah. Sedangkan formulasi “selama masa iddah”
melingkupi iddah baik dalam iddah talak raj’i maupun iddah talak bain.
Sehingga secara keselurahan hak nafkah, maskan dan kiswah diberikan

kepada istri/mantan istri baik yang berada dalam iddah talak raj’i maupun
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yang berada dalam iddah talak bain, dan ini menjadi kewajiban bagi
suami/mantan suami.

3. Dalam formulasi kalimat “kecuali istri/mantan istri  tersebut dalam
keadaan nusyuz”. Pada dasarnya istri/mantan istri yang berada dalam
iddah, baik iddah talak raj’i maupun iddah talak bain berhak mendapatkan
nafkah, maskan serta kiswah, dan hal tersebut menjadi kewajiban bagi
suami/mantan suami untuk memenuhinya, terkecuali istri/mantan istri
tersebut dalam keadaan nusyuz, maka kondisi nusyuz, ketidak taatan atau
kedurhakaan istri tersebut menggugurkan haknya untuk mendapatkan
nafkah, maskan dan kiswah dari suaminya, ketentuan ini tidak berbeda
dengan yang dirumuskan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum
Islam. Karena memang dalam hukum Islam pada kondisi biasa/normal
(suami istri masih hidup sebagai sebuah keluarga/tidak dalam masa iddah),
terhadap istri yang nusyuz, tidak patuh atau durhaka kepada suaminya,
maka pihak suami dibenarkan menghentikan nafkah untuk istri tersebut.
Kalau dalam kondisi normal saja kenusyuzan istri bisa berakibat kepada
gugurnya hak nafkah, apalagi dalam masa iddah.

4, Dalam formulasi kalimat “Bilamana istri/mantan istri tersebut dalam
keadaan hamil, maka selama masa kehamilan tersebut kepada
suami/mantan suami diberikan kewajiban nafkah tambahan untuk
istri/mantan istri sehubungan dengan kehamilannya.”

Jika sebagai akibat hukum dari perceraian istri/mantan berhak

mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah, dan menjadi kewajiban bagi
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suami/mantan suami untuk memenuhinya. Maka sebagai akibat dari kehamilan
istri, suami berkewajiban memberikan nafkah tambahan untuk kepeluan
kehamilan tersebut, karena tidak diragukan lagi seorang istri yang hamil perlu
biaya-biaya ekstra untuk menjaga kondisi tumbuh agar tetap sehat baik untuk
dirinya sendiri ataupun untuk janin yang dikandungnya, biaya untuk
pemeriksaan kehamilan dan keperluan-keperluan lain untuk menjaga agar
kehamilan dan janin yang dikandungnya selalu dalam kondisi sehat, termasuk
di dalamnya biaya untuk keperluan persalinan, segala biaya tersebut tentunya
menjadi tanggung jawab dan kewajiban suami, al-qur’an telah memberian
dasar yang tegas tentang hal tersebut :
S iy s gl skl Jas 931 G& ..
Dengan demikian, apabila istri yang ditalak tersebut dalam keadaan
hamil, maka ia di samping berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah
dalam masa iddah dan menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi
kewajiban tersebut, ia juga berhak mendapatkan nafkah tambahan sehubungan
dengan kehamilannya, nafkah tambahan ini tidak lain maksudnya adalah untuk
memudahkan istri  dalam menjali masa kehamilan juga untuk menjaga

kesehatan janin yang ada dalam kandungannya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang dikemukan pada bab IV serta sesuai dengan
rumusan masalah yang dikemukakan pada bab I, maka dapat disimpulkan hal-
hal sebagai berikut :
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam,
istri/mantan istri yang berada dalam iddah talak bain—baik dalam bentuk
1) gugat cerai talak melalui talak khul’i. 2) gugat cerai melalui talak bain
shugra. Ataupun dalam bentuk 3) Permonan talak utuk talak yang
ketiga/talak tiga (bain kubra)—maka istri/mantan istri tersebut tidak berhak
mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah. Hal ini terjadi
karena :
a. Dari segi fokus perhatian
Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut hanya terfokus pada

kedudukan talak tersebut sebagai talak bain, dan dalam kedudukannya
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sebagai talak bain maka suami/mantan suami tidak punya hak lagi untuk
rujuk dengan istri/mantan tersebut, sehingga kepentingan suami/mantan
suami terhadap istri/mantan istri tersebut sudah tidak ada lagi, maka
suami/mantan pun tidak lagi dibebani tanggungjawab berupa kewajiban
memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah talak bain
tersebut.

Dari segi fikhiyah

Dari segi fikhiyah ketentuan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum
Islam cenderung mengikiti pendapat fikih syafi' dan fikih malikiyah
yang memang hanya memberikan nafkah iddah kepada istri yang berada
dalam iddah talak raj’1, tidak dalam iddah talak bain.

Namaun kalau dilihat secara lebih detil ketentuan pasal 149 huruf b
tersebut tidak sama persis dengan pendapat fikih syafii’iyah dan fikih
malikiyah. Dalam fikih syafi’iyah dan fikih malikiyah istri yang berada
dalam iddah talak bain tidak berhak mendapatkan nafkah namun masih
berhak untuk mendapatkan  maskan atau tempat tinggal, jadi
tanggungjawab tempat tinggal untuk istri tersebut masih menjadi
kewajiban pihak suami/mantan suami. Sedangkan dalam rumusan Pasal
149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, istri yang berada dalam iddah
talak bain sama sekali tidak berhak mendapatkan nafkah, tidak berhak
pula atas kiswah dan juga tidak berhak atas tempat tinggal (maskan) dari

suami/mantan suaminya, jadi sebenarnya ketentuan Pasal 149 huruf b
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tersebut lebih berat dari pada yang berlaku dalam fikih Syafi’iyah dan
Malikiyah.

2. Ketentuan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang tidak
memberikan hak nafkah, maskan dan kiswah terhadap istri yang ditalak bain
adalah kurang tepat, karena telah mengabaikan atau bertentangan dengan
magashid syariah atau tujuan dari adanya masa iddah yaitu berupa :

a. Hifz An-nafs/Hifz An-nasl, yakni adanya masa iddah bertujuan untuk
memberikan kepastian kondisi rahim isteri, apakah isteri tersebut dalam
keadaan hamil atau tidak, yang tujuan selanjutnya adalah untuk
memberikan kepatian nasab bagi bayi yang mungkin lahir dari isteri yang
ditalak tersebut, hal ini merupakan kepentingan bersama antara mantan
suami dengan mantan isteri. Oleh karena dalam masa iddah tersebut
masih ada kepentingan mantan suami, maka sudah sepatutnya nafkah
selama mantan isteri tersebut menjalani masa iddah masih menjadi
tanggungjawab mantan suaminya.

b. Hifz Ad-din, yakni adanya nafkah iddah salah satu tujuannya adalah
memelihara agama. Smestinya karena menurut ketentuan hukum Islam
dalam masa iddah tersebut mantan isteri harus tetap tinggal dan tidak
boleh keluar dari rumah-bersama, maka sudah sewajarnya nafkah untuk
isteri tersebut tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak
suami/mantan suami.

Dengan tetap mewajibkan kepada mantan suami memberikan nafkah

iddah kepada mantan isteri yang di-talak bain, maka mantan isteri akan
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lebih mudah memelihara agamanya, menjalankan kententuan agama
yang mengharuskannya untuk tetap tinggal dan tidak keluar di rumah-
bersama. Hal ini lebih sesuai dengan magashid syariah dan
mendatangkan mashlahat yang luar biasa.

. Hifz An-nafs, menurut ketentuan Pasal 149 huruf Kompilasi Hukum
Islam, nafkah isteri yang berada dalam iddah talak bain tidak menjadi
tanggungjawab dan kewajiban suami (ketentuan ini juga merupakan
pendafat sebagian fugaha). Pada hal dalam masa iddah talak bain tersebut
seorang isteri masih terikat dengan sejumlah kewajiban, antara lain : 1)
isteri tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain yang diantara
tujuannya adalah untuk memastikan kosongnya rahim, sehingga tidak
berakibat kepada ketidak jelasan nasab. 2) Isteri yang berada dalam iddah
talak bain tersebut menurut hukum Islam harus tetap tinggal dan tidak
boleh keluar atau meninggalkan rumah-bersama. Dengan dua kewajiban
ini kalau harus ditambah lagi dengan beban mencari nafkah sendiri
untuk penghidupan selama masa iddah talak bain, ini berarti
memposisikan isteri dalam kesulitan yang luar biaya. Membiarkan isteri
yang berada dalam masa iddah talak bain tanpa kewajiban dan
tanggungjawab nafkah dari suaminya akan membahayakan kelangsungan
hidupnya, hal ini sangat bertentangan dengan prinssip hifz nafs dalam
Islam.

. Hifzh Al-agl, bisa juga dipahami bagaimana menjaga istri/mantan istri

untuk tidak khawatir dan stres pasca perceraian yang bisa mengguncang
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jiwanya atau akalnya, ditambah lagi ia tidak mendapatkan nafkah iddah
dalam talak bain, maka untuk menyehatkan dan menjaga jiwa dan
akalnya tetap stabil dan normal maka nafkah iddah pada talak bain sangat
diwajibkan dan diharuskan untuk menyejahterakan dan menentramkan
istri/ mantan istri pasca perceraian.

e. Hifh Al-mal, yakni menurut Pemikiran Jasser Auda, menjaga harta dapat
dikembangkan menjadi menjaga dan melindungi kesejahteraan hidup
manusia. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi kehidupan istri setelah
perceraian. Dengan tidak adanya nafkah, maka kehidupan istri menjadi
tidak terjamin kesejahteraannya selama masa iddah. Karena ketika masih
dalam pernikahan nafkah ditanggung oleh suami, maka selama masa
iddah pun nafkah masih ditanggung oleh suami hingga selesainya masa
iddah.

3. Oleh karena ketentuan Pasal 149 hruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut
tidak sejalan dengan magashid syariah atau tujuan hukum Islam dan tidak
memperhatian kemaslahatan bagi istri/mantan istri lantaran tidak
memberikan perlidungan terhadap hak-hak istri/mantan istri yang berada
dalam iddah talak bain, maka ketentuan dalam pasal tersebut sudah
selayaknya dikaji ulang, ditinjau kembali untuk kemudian dilakukan
rekonstruksi hukum, adapun rekonstrusi hukum yang dapat ditawarkan
terhadap ketentuan dalam pasal tersebut adalah dengan rumusan atau

formuasli sebagai berikut :
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“Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka suami/mantan suami
wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri/mantannya selama
dalam iddah, kecuali istri/mantan isteri tersebut dalam keadaan nusyuz.
Bilamana istri/mantan istri tersebut dalam keadaan hamil, maka selama masa
keahamilan tersebut kepada suami/mantan suami diberiakn kewajiban nafkah
tambahan untuk istri/mantan istri sehungan dengan kehamilannya.”

Dengan rumusan ini maka istri/mantan istri yang berada dalam masa iddah,
baik dalam iddah talak raj’i maupun dalam iddah bain, baik dalam iddah
perceraian yang terjadi melalui proses cerai gugat (gugatan perceraian yang
diajukan oleh pihak istri) ataupun iddah perceraian yang terjadi malalui proses
cerai talak (permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak suami), maka
istri/mantan istri tersebut berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah, dan
semua itu menjadi tanggungjawab dan kewajiban suami/mantan suami untuk
memenuhinya.

Khusus untuk istri/mantan istri yang menjalani iddah hamil, maka istri/mantan
istri tersebut disamping berhak mendapatkan nafkah maskan dan kiswah
selama masa iddah (selama masa kehamilannya), dan hak ini berlaku untuk
iddah talak raj’i dan iddah ditalak bain, ia pun berhak mendapatkan nafkah
tambahan yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan bagi
istri/mantan istri tersebut dalam menjalani kehamilan dan persalinan.

. Saran-Saran.

Dari kajian dan pembahasan yang dikemukakan dapat disarankan hal-

hal sebagai berikut :
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1. Oleh karena ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, terkait
dengan hak-hak istri/mantan istri pasca terjadinya perceraian, masih terdapat
kekurangan yang harus disempurnakan, maka disarankan kepada lembaga
pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini lembaga
legislatif (DPR) secara mandiri, atau DPR bersama-sama pemerintah, atau
lembaga terkait lainnya, agar melakukan kaji ulang, dan pembahasan
kembali, untuk kemudian pada gilirannya dapat membuat peraturan yang
lebih berpihak dan memperhatikan perlindungan terhadap istri/mantan istri
secara umum, khususnya yang berada dalam iddah talak bain. Atau
setidaknya untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan arah hukum
Mahkamah Agung RI dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung
sehubungan dengan hal tersebut.

2. Persoalan hak-hak istri/mantan istri pasca terjadinya perceraian dalam Pasal
149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dibahas dalam tesis ini terfokus
kajian secara teori saja. Kepada teman-teman mahasiswa, para peneliti atau
calon-calon peneliti terbuka secara luas untuk dapat melakukan penelitian
dan kajian pada pada aspek prakteknya, Misalnya bagaimana penerapan
pasal tersebut oleh para hakim Pengadilan Agama, atau bagaimana praktek
nafkah pasca perceraian yang terjadi dalam kasus-kasus Yyang secara real

terjadi di masyarakat.
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